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ABSTRAK 

Penelitian ini fokus pada ketidakjelasan informasi halal pada kosmetik impor 

yang dijual di aplikasi Shopee, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap 

perlindungan konsumen muslim. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas 

informasi halal dalam penjualan kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee 

dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa 

label halal yang dijual di aplikasi Shopee. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kemudian data 

dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen muslim terhadap informasi halal 

kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab 

pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di 

aplikasi Shopee yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama konsumen 

muslim merupakan tanggung jawab mutlak sehingga apabila konsumen 

mengalami kerugian akibat menggunakan atau mengkonsumsi kosmetik impor, 

maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tersebut. 

Kata-kata kunci: Perlindungan konsumen, Hak atas informasi, Kosmetik impor, 

Informasi halal, Shopee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mencakup asas-

asas atau kaidah-kaidah yang dirancang untuk mengatur serta menjaga hak dan 

kepentingan konsumen. Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan 

antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam 

kehidupan sehari-hari.
1
 

Mengenai perlindungan konsumen, juga diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang memberikan definisi bahwa 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai perlindungan konsumen mencakup aspek jaminan ataupun 

kepastian mengenai pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. 

Sebagaimana yang diketahui, adanya globalisasi dan kemajuan ekonomi modern 

telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat. 

Di Indonesia, perlindungan konsumen berperan penting dalam menjaga 

hubungan hukum yang adil antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena 

                                                           
1
 AZ Nasution, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen, Pustaka 

Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 64-65. 
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itu, asas perlindungan hukum diperlukan sebagai pedoman untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen.
2

 Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam 

penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana ditegaskan 

bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya bersama berdasarkan 

5 (lima) prinsip yang penting dalam pembangunan bangsa, yakni asas manfaat, 

asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, 

dan asas kepastian hukum. 

Informasi produk memegang peran yang sangat penting dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai melalui 

undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan mengatur 

hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pentingnya informasi pada 

produk, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini, dapat dijelaskan 

karena berbagai alasan, antara lain memberikan perlindungan kepada konsumen 

dari praktik bisnis yang tidak jujur, membantu konsumen dalam pengambilan 

keputusan, mencegah penipuan dan praktik bisnis yang tidak jujur, serta 

menjamin hak konsumen untuk mengajukan keluhan. 

Dalam melakukan kegiatan transaksi, konsumen berhak memperoleh 

informasi yang akurat mengenai barang dan/atau jasa yang akan dibelinya. 

Kualitas informasi yang diterima oleh konsumen memiliki dampak terhadap 

kapasitas konsumen dalam menentukan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memberikan 

informasi yang jelas dan jujur, tetapi juga memberikan jaminan dengan penuh 

                                                           
2
 Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di 

Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De‟Jure, Kajian Ilmiah Hukum, Nomor 2 Volume 2, 2017, hlm. 

7. 
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tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen.
3
 

Seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas itikad baik 

nampaknya lebih ditekankan bagi pelaku usaha. Prinsip ini mencakup seluruh 

tahapan kegiatan usaha, yang menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk 

beritikad baik dimulai dari produksi barang hingga tahap pasca penjualan. 

Sebaliknya, konsumen hanya perlu beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan/atau jasa. Perbedaan penekanan prinsip itikad baik ini dapat 

dipertegas karena terdapat perbedaan potensi risiko antara konsumen dan pelaku 

usaha. Risiko kerugian bagi konsumen dimulai pada saat barang diproduksi oleh 

produsen atau pelaku usaha, dan risiko bagi pelaku usaha mulai pada saat 

melakukan transaksi dengan konsumen.
4
 

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller mendefinisikan label sebagai simbol 

grafis yang dirancang sedemikian rupa yang menempel dan menjadi bagian dari 

kemasan suatu produk. Label memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai 

pengidentifikasi produk atau merek, memberikan informasi produk mengenai 

produsen, lokasi dan waktu produksi, isi kandungan produk, petunjuk penggunaan 

produk, panduan keamanan penggunaan, dan mempromosikan produk melalui 

grafis menarik.
5
 

                                                           
3
 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, 

hlm. 33. 
4
 J.M. Van Dunne dan van der Burght, Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerja Sama Ilmu 

Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1988, hlm. 15. 
5
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, PT. Indeks, Jakarta, 

2007, hlm. 32-33. 
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Menurut Sastradipoera, label halal diartikan sebagai penampilan kata “halal” 

pada kemasan produk, sebagai tanda bahwa produk telah mendapat sertifikasi 

halal. Yuswohadi, mengartikan label halal sebagai jaminan kehalalan produk yang 

diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI), dengan maksud bahwa 

produk tersebut telah melalui proses pengujian kehalalan sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. Tujuan utama dari label halal adalah untuk memastikan bahwa 

konsumen menerima informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang 

akan digunakannya.
6
 

Shopee merupakan platform seluler pertama di Asia Tenggara dan Taiwan 

yang menyediakan layanan transaksi jual beli online yang praktis, gratis dan 

terpercaya melalui ponsel. Shopee memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 

2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan 

anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Selain itu, Shopee telah 

meluas ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, 

Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Indonesia.
7
 

Shopee, platform perdagangan yang berpusat di Singapura, dimiliki oleh Sea 

Limited, dan di Indonesia dikelola oleh PT. Shopee Internasional Indonesia. 

Shopee telah menjadi pasar daring yang populer di kalangan konsumen di 

Indonesia. Shopee memasarkan berbagai kategori barang, seperti produk 

                                                           
6

 Eka Dewi Setia Tarigan, “Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan”, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen, Nomor 1 Volume 3, November, 2016, 

hlm. 49. 
7

 Shopee PT Shopee International Indonesia, Company Profile, terdapat dalam 

https://www.linkedin.com/company/shopee/mycompany/, Diakses tanggal 22 Juni 2023. 

https://www.linkedin.com/company/shopee/mycompany/
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kosmetik, pakaian wanita dan pria, perlengkapan traveling, perlengkapan rumah 

tangga, perlengkapan bayi, elektronik dan lain sebagainya. Shopee menyediakan 

kemudahan bagi para konsumennya sehingga banyak dari konsumen Indonesia 

merasa senang untuk berbelanja di Shopee. Shopee Indonesia berkembang pesat 

sepanjang tahun 2017. Pada saat itu, aplikasi Shopee telah diunduh oleh 

80.000.000 (delapan puluh juta) pengguna, dengan lebih dari 4.000.000 (empat 

juta) penjual aktif dan lebih dari 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) produk 

yang tersedia. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee mencapai nilai 

perdagangan bruto (GMV) sebesar US$1,6 miliar, mengalami peningkatan 

sebesar 206% dari tahun 2016 dan pada tahun 2018 mencapai nilai total GMV 

sebesar US$2,7 miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 153% dari tahun 

2017.
8
 

Di zaman sekarang, khususnya dalam hal kosmetik, wanita telah menjadikan 

kosmetik sebagai kebutuhan penting dalam kehidupannya karena untuk 

menunjang penampilan dan aktivitas sehari–hari. Kosmetik saat ini menawarkan 

beragam pilihan, mulai dari kemasan yang menarik hingga cara penyajian yang 

kreatif. Kosmetik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu halal 

dan non-halal. Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut 

MUI) menetapkan dan mengakui 907 (sembilan ratus tujuh) produk kosmetik 

yang telah terdaftar serta telah memiliki kehalalannya. Namun, jumlah tersebut 

                                                           
8
 Neil Jimenez, Shopee is Now The Biggest E-Commerce Website in Southeast Asia, terdapat 

dalam https://www.gizguide.com/2018/12/shopee-is-the-top-e-commerce-website-in-sea.html. 

Diakses tanggal 23 Juli 2023. 

https://www.gizguide.com/2018/12/shopee-is-the-top-e-commerce-website-in-sea.html
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masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah produk kosmetik yang diproduksi 

di luar negeri ataupun di Indonesia.
9
 

Konsumen muslim sering menjumpai beberapa kosmetik yang berlabel Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun tidak mencantumkan label MUI. 

Situasi seperti ini dapat menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen muslim 

yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Sertifikat halal sangat penting 

untuk menjamin keamanan produk kosmetik dari segi keagamaan, sehingga tidak 

adanya sertifikat halal dapat menimbulkan ketidakpastian terkait kehalalan 

produk.
10

 

Peranan hukum dalam perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, 

yaitu aspek hukum privat dan aspek hukum publik. Aspek hukum perdata diatur 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai 

hak dan kewajiban konsumen. Sedangkan unsur hukum publik merupakan unsur 

hukum yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah atau instansi pemerintah 

untuk melindungi kepentingan subyektif konsumen secara hukum. Disini 

pengusaha dan konsumen mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling 

membutuhkan, hal ini terlihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan 

kemandirian konsumen dalam hal memberikan perlindungan terhadap dirinya. 

Meningkatkan kualitas produk dan layanan yang menjamin kelangsungan 

                                                           
9
 Pramudiati, R, Kecantikan, Kosmetika dan Estetika, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 

2011, hlm. 7. 
10

 Larasati, A., Hati S. R. H., & Safira, A.,” Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan 

Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal”, Esensi: Jurnal Bisnis dan 

Manajemen, Nomor 2 Volume 8, 2021, hlm. 106. 
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perusahaan yang menghasilkan produk dan layanan demi kesehatan, kenyamanan 

dan keselamatan konsumen. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan 

produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan 

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Hal 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang jelas 

dan benar sebelum melakukan transaksi. Informasi yang dibuat oleh pelaku usaha 

untuk menarik konsumen harus benar-benar sesuai dengan barang dan/atau jasa 

yang ditawarkannya agar tidak memunculkan ekspektasi yang berbeda dari pihak 

konsumen.  

Konsumen berhak atas informasi yang memadai termasuk terkait barang yang 

diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha 

untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang 

yang hendak diperjual-belikan. Hak atas informasi ini penting, karena informasi 

yang diperoleh menjadi dasar bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

melanjutkan transaksi atau memutuskan hendak menggunakan atau tidak 

menggunakan suatu produk barang dan jasa. Hak atas informasi yang akurat, 

jelas, dan jujur bertujuan agar konsumen dapat memilih produk yang diinginkan 

untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari kesalahan dalam penggunaan 
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produk. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan konsumen sebelumnya 

memperoleh gambaran baik tentang suatu produk itu sendiri.
11

 

Produk kosmetik yang mengandung bahan non-halal sangat merugikan 

konsumen, terutama konsumen muslim. Hal tersebut sangat bertentangan dengan 

Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan untuk perusahaan dalam 

memproduksi barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan “halal” dalam label. Konsumen wajib teliti dengan 

barang yang dibelinya dan konsumen juga berhak atas informasi yang jelas 

mengenai produk yang ingin dibeli. Selain itu Undang–Undang Perlindungan 

Konsumen juga memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak setiap 

konsumen untuk menindak lanjuti jika ada tindakan pelaku usaha yang sangat 

merugikan konsumen. Suatu kegiatan dari Proses Produk Halal atau biasa disebut 

PPH mengartikan sebagai perbuatan atau pun proses-proses yang menuju 

kehalalan dari suatu produk. Dalam hal ini mencakup suatu pengelolaan, 

penyediaan barang, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan serta 

penyajian sebuah produk.
12

 

Perundang-undangan di Indonesia pada saat ini belum dapat secara khusus 

mengakomodir perlindungan hukum terhadap konsumen muslim pengguna 

transaksi e-commerce. Seorang pelaku usaha berinisial IR (40) warga Jalan 

                                                           
11

 Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Nomor 1 Volume 4, 2016, 

hlm. 6. 
12

 Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Yang 

Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa”, Kertha Semaya: Journal Ilmu 

Hukum,Nomor 12 Volume 7, 2019, hlm. 9. 
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Tarumanegara Kota Magelang diamankan polisi karena menyimpan ratusan 

kosmetik yang tidak sesuai dengan standar MUI senilai 1 miliar pada hari Selasa 

30 April 2019 lalu. Pemilik sudah melakukan bisnis penjualan kosmetik impor 

berupa bedak, lipstik, parfum, blush on dan sebagainya yang berasal dari China, 

Thailand dan Perancis yang tidak memenuhi syarat edar yaitu sertifikat halal 

seperti yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal) sejak tiga tahun terakhir melalui jejaring online.
13

 

Di Indonesia jaminan terhadap kehalalan suatu produk merupakan syarat 

utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar produknya dapat 

diperdagangkan. Namun, pada kenyataannya, para pelaku usaha terutama yang 

beroperasi secara online melalui aplikasi Shopee masih abai terhadap kehalalan 

suatu produk. Sebagai contoh, pelaku usaha melalui aplikasi Shopee dengan akun 

“usahakosmetik” memperdagangkan berbagai jenis kosmetik impor berupa bedak, 

foundation, lipstik, blush on dan sebagainya yang mayoritas berasal dari China 

dan Thailand yang tidak memuat label halal.
14

 Sehingga realitanya tanggung 

jawab pelaku usaha terhadap barang kosmetik impor dengan labelisasi halal dalam 

transaksi melalui aplikasi Shopee tidak terpenuhi. Padahal, mengenai sertifikat 

halal pada produk telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal, yang menegaskan kewajiban bagi suatu produk yang diperdagangkan di 

Indonesia untuk bersertifikat halal. Beberapa pihak pelaku usaha jika tidak 

melakukan pendaftaran sertifikat halal dan pencantuman label halal, hal itu 

                                                           
13

 https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-

tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di, Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2023. 
14

 https://shp.ee/5jus7ss, Diakses terakhir tanggal 05 September 2023. 

https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di
https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di
https://shp.ee/5jus7ss
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tercantum pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimana 

sanksi yang akan diperoleh berupa sanksi administrasi dan denda administrasi. 

Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat 

halal. Sedangkan denda administrasi paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah). Dengan demikian, sepatutnya pihak pelaku usaha harus mampu 

meningkatkan kesadaran diri untuk mengajukan permohonan sertifikat halal 

sehingga dapat mencantumkan label halal pada produknya. Perlindungan hukum 

yang penulis buat memberikan kesimpulan bahwa masalah yang berpotensi dalam 

label halal pada produk kosmetik impor dengan tujuan perlindungan hukum 

terhadap konsumen muslim. 

Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya perlindungan hukum bagi 

konsumen muslim di Indonesia. Perlindungan diberikan untuk mencegah 

pelanggaran yang akan timbul ke depannya. Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang menjadi dasar perlindungan konsumen di Indonesia belum 

mengatur secara jelas mengenai produk halal. Perlindungan hukum yang tidak 

jelas terhadap konsumen muslim dalam memperoleh kepastian halal pada produk 

kosmetik impor mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi para konsumen 

muslim jika terjadi kerugian di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas 

Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli Online di 

Aplikasi Shopee”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas 

informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi jual 

beli online di aplikasi Shopee? 

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik 

impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

dalam rangka penulisan proposal ini adalah:  

1. Untuk menganalisa perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak 

atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi 

jual beli online di aplikasi Shopee. 

2. Untuk menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk 

kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee. 

 

D. Orisinalitas Penelitian  

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya 

yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut: 

No Penulis Judul Penelitian Terdahulu Perbedaan 

1. David 

Han 

Perlindungan 

Konsumen 

Terhadap 

Membahas tentang faktor yang 

mempengaruhi konsumen 

Indonesia untuk membeli 

Memiliki 

fokus 

kajian 
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Pembelian 

Kosmetik 

Ilegal Melalui 

Situs Online 

(2022).
15

 

kosmetik ilegal secara online 

dan bagaimana tanggung 

jawab pelaku usaha online 

terhadap konsumen. Hasil 

penelitian ini dapat diketahui 

bahwa perlindungan hukum 

terhadap pengguna kosmetik 

yang tidak terdaftar pada 

BPOM yang dimana 

pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan terkait 

dengan perlindungan 

konsumen. Namun, sampai 

saat ini konsumen belum 

terlindungi secara penuh 

karena pemerintah belum bisa 

menghentikan peredaran 

kosmetik tersebut. 

terkait 

perlindung

an 

konsumen 

pada 

produk 

kosmetik 

tidak 

berlabel 

halal dalam 

aplikasi 

Shopee. 

2. Fella 

Fahitta 

Ayu 

Mareza 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Konsumen 

Dalam 

Penggunaan 

Skincare Non-

BPOM 

Ditinjau dari 

UU No. 8 

Tahun 1999 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

(2023).
16

 

Mengkaji mengenai 

perlindungan pengguna produk 

skincare yang belum mendapat 

izin edar dari BPOM dan 

perlindungannya menurut 

pandangan Islam. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa 

konsumen dilindungi oleh 

Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Menurut 

pandangan Islam, produk 

perawatan wajah sebaiknya 

bahan yang digunakan dalam 

proses produksi harus halal 

dan suci. 

Berfokus 

pada 

perlindung

an 

konsumen 

produk 

kosmetik 

tidak 

berlabel 

halal dalam 

aplikasi 

Shopee. 

3. Rahmi 

Ayunda 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Konsumen 

Muslim 

Terhadap 

Produk 

Kosmetik 

Mengkaji mengenai 

perlindungan konsumen 

muslim terhadap produk 

kosmetik yang mengandung 

bahan non-halal di Indonesia 

dan tanggungjawab pelaku 

usaha terhadap peredaran 

Mengkaji 

bagaimana 

perlindung

an 

konsumen 

terhadap 

pemenuhan 

                                                           
15

 David Han, “Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Kosmetik Ilegal Melalui Situs 

Online”, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, 2022. 
16

 Fella Fahitta Ayu Mareza, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan 

Skincare Non-BPOM Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023. 
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Yang 

Memiliki 

Kandungan 

Non-Halal di 

Indonesia 

(2021).
17

 

produk kosmetik non-halal. 

Hasil penelitiannya adalah 

sertifikat halal digunakan 

untuk membentuk 

perlindungan konsumen 

muslim. Dengan ditemukannya 

sertifikat halal, keuntungan 

dan dampak positif yang 

diperoleh oleh konsumen ialah 

berbagai macam kehalalan 

akan suatu produk kosmetik 

yang akhirnya dapat 

memberikan keamanan dan 

kenyamanan bagi konsumen 

jika suatu saat akan memakai 

produk tersebut. 

hak atas 

informasi 

penjualan 

kosmetik 

dan 

bagaimana 

tanggung 

jawab 

pelaku 

usaha 

terhadap 

peredaran 

kosmetik 

yang tidak 

memuat 

label halal. 

4. Lisa 

Faizal 

Perlindungan 

Hukum 

terhadap 

Konsumen 

pada 

Pembelian 

Kosmetik 

secara Online 

dalam 

Perspektif 

Mabi‟ dalam 

Aqad Bai‟ 

Salam (Studi 

Kasus di 

BPPOM 

Banda Aceh) 

(2020).
18

 

Mengkaji tentang tanggung 

jawab hukum pelaku usaha 

atas peredaran kosmetik yang 

diduga mengandung bahan 

berbahaya dan tidak memenuhi 

standar mutu yang merugikan 

konsumen. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa 

berdasarkan Pasal 19 Undang-

Undang Perlindungan 

Konsumen, toko obat atau 

kosmetika bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atau 

kompensasi atas kerugian 

konsumen pengguna kosmetik 

yang diperjual-belikan oleh 

pelaku usaha. Namun faktanya 

toko obat dan kosmetika yang 

penulis tuangkan dalam 

penelitian masih menjual 

kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya dan tidak 

memenuhi standar mutu, 

namun mereka tidak 

Mengkaji 

bagaimana 

perlindung

an 

konsumen 

terhadap 

pemenuhan 

hak atas 

informasi 

dalam 

penjualan 

kosmetik 

dan 

bagaimana 

tanggung 

jawab 

pelaku 

usaha. 

                                                           
17

 Rahmi Ayunda, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia”, Maleo Law Journal, Volume 5, 

April 2021. 
18

 Lisa Faizal, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik secara 

Online dalam Perspektif Mabi‟ dalam Aqad Bai‟ Salam (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)”, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020. 
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melakukan tanggung jawab 

sebagaimana mestinya. 

5. Elfrida 

Mayang 

Sari HTP 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Konsumen 

Atas 

Peredaran 

Produk 

Kosmetik 

Ilegal Yang 

Mengandung 

Bahan 

Berbahaya 

(Studi Badan 

Pengawas 

Obat dan 

Makanan 

Medan) 

(2021).
19

 

Mengkaji tentang perlindungan 

hukum terhadap konsumen 

atas peredaran kosmetik ilegal 

yang mengandung bahan 

berbahaya dan pengaturan 

hukum di Indonesia yang 

mengatur tentang peredaran 

kosmetik ilegal yang 

mengandung bahan berbahaya. 

Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa pelaku usaha dalam 

mengedarkan produk kosmetik 

harus memperhatikan hak 

konsumen dan kewajibannya 

sebagai pelaku usaha 

sebagaimana dalam Undang-

Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Membahas 

mengenai 

transaksi 

jual beli 

online 

kosmetik 

dalam 

Undang-

Undang 

Perlindung

an 

Konsumen. 

6. Laurent 

Fernanda 

Putri 

Perlindungan 

Konsumen 

Atas 

Pemenuhan 

Hak Informasi 

Terhadap 

Penjualan 

Produk 

Kosmetik 

Dalam 

Kemasan 

Share In Jar 

Ditinjau 

Menurut 

Undang-

Undang 

Nomor 8 

Tahun 1999 

Tentang 

Perlindungan 

Mengkaji tentang perlindungan 

konsumen atas pemenuhan hak 

informasi terhadap penjualan 

kosmetik dalam kemasan share 

in jar dan tanggungjawab 

pelaku usaha atas kerugian 

yang dialami konsumen yang 

menggunakan produk 

kosmetik dalam kemasan share 

in jar. Hasil penelitian 

menegaskan bahwa konsumen 

atas pemenuhan hak informasi 

terhadap penjualan kosmetik 

dalam kemasan share in jar 

mendapatkan perlindungan 

melalui Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Serta 

terhadap kerugian yang 

dialami tersebut konsumen 

dapat menggugat pelaku usaha 

Membahas 

mengenai 

perlindung

an 

konsumen 

terhadap 

pemenuhan 

hak atas 

informasi 

penjualan 

kosmetik 

dalam 

aplikasi 

Shopee. 

                                                           
19

 Elfrida Mayang Sari HTP, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran 

Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Medan)”, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2021. 
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Konsumen 

(2022).
20

 

melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha 

selain itu dapat juga melalui 

peradilan dengan mengajukan 

gugatan untuk mendapatkan 

perlindungan dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM). 

  

E. Tinjauan Pustaka 

a. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Pengertian istilah konsumen yang diterima oleh masyarakat secara umum 

berbeda dengan definisi yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-

hari, konsumen sering dianggap sebagai pembeli (Inggris: buyer, Belanda: 

koper). Definisi konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, 

karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, tidak digunakan istilah pembeli untuk merujuk pada 

pengertian konsumen.
21

 Istilah yang digunakan pada Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen untuk menjelaskan definisi konsumen adalah 

pemakai barang dan jasa yang memiliki makna yang lebih luas daripada 

sekadar pembeli.
22

 

                                                           
20

 Laurent Fernanda Putri, “Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi 

Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Share In Jar Ditinjau Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Fakultas Hukum, Universitas 

Islam Indonesia, 2022. 
21

 Nasrun Haroen, Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, 

Jakarta, 2007, hlm. 111. 
22

 N. H. T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab 

Produk, Panta Rei, Jakarta, 2011, hlm. 24. 
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Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi 

ke dalam tiga bagian, terdiri atas:
23

 

a. Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat 

barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. 

b. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat 

barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain 

atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku 

usaha. 

c. Konsumen akhir adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang 

dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

Tujuan yang ingin dicapai Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada 

umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu: 

a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau 

jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya. 

b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur 

kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan 

informasi. 

c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung 

jawab. 

                                                           
23

 AZ Nasution, Op. Cit., hlm. 13. 
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Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan 

bahwasanya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan 

bahwasanya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

b. Pengertian Label Halal 

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller menjelaskan label sebagai sebuah 

simbol grafis yang dirancang sedemikian rupa yang menempel dan menjadi 

bagian dari kemasan suatu produk dan memiliki fungsi diantaranya:
24

 

a. Mengidentifikasikan produk atau merek 

b. Menjelaskan produk mengenai pembuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa 

saja kandungannya, bagaimana produk digunakan, dan bagaimana cara 

menggunakannya dengan aman 

c. Mempromosikan produk melalui grafis menarik. 

Sedangkan, menurut Sastradipoera label halal disebutkan sebagai 

pencantuman tulisan “halal” pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa 

produk tersebut telah diakui sebagai produk halal.
25

 

Menurut Yuswohadi, definisi label halal sebagai jaminan kehalalan produk 

yang diberikan oleh LPPOM MUI dengan maksud bahwa produk tersebut 
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telah lolos tahap pengujian kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Label 

halal bertujuan agar konsumen bisa dapatkan keabsahan kehalalan atas 

penggunaan produk itu nantinya.
26

 

Sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah dua aspek berbeda namun 

saling terkait erat. Sertifikasi halal lebih merujuk pada runtutan aktivitas 

pengujian secara sistematik dan diatur secara regulasi guna mengetahui 

ketentuan pemenuhan kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan. Sedang labelisasi halal sendiri, berarti meletakkan tulisan “halal” 

pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah diakui 

sebagai produk halal. Dari kedua proses sertifikasi dan labelisasi halal 

tersebut, dihasilkanlah sertifikat produk halal, yang dapat dijelaskan sebagai 

surat putusan fatwa halal yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan MUI dalam 

wujud sertifikat sebagai syarat dalam pencantuman label halal pada produk, 

yang mengharuskan pengusaha untuk memperoleh izin terlebih dahulu 

sebelum menambahkan label halal pada produknya. Label halal diberikan 

hanya setelah pengusaha memperoleh sertifikat halal untuk produknya, 

menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan kehalalan yang 

diatur dalam syariat Islam.
27

 

Logo halal dari LPPOM MUI adalah bagian dari regulasi pencantuman 

label halal di Indonesia yang diatur dengan jelas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 

h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak 
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19 
 

mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana yang dicantumkan 

dalam label. 

c. Jual Beli E-commerce 

Keberadaan E-commerce saat ini telah mengalami peningkatan yang stabil 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Kemajuan dalam bidang elektronik telah memberikan kontribusi 

positif terhadap e-commerce. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 

menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

harus didasarkan prinsip kepastian hukum, itikad baik, kehati–hatian, manfaat, 

dan kebebasan dalam memilih teknologi ataupun netral terhadap teknologi.  

Isu hukum mengenai perlindungan konsumen semakin mendesak dalam 

kasus konsumen yang melakukan transaksi e-commerce dengan pedagang di 

negara lain. Penipuan dalam pembelian dan penjualan jarak jauh sering terjadi 

dan oleh karena itu, konsumen harus dilindungi. Penipuan semacam ini dapat 

melibatkan berbagai aspek, termasuk identitas penjual, barang yang dibeli, dan 

pesanan pembelian dan pembayaran oleh pembeli. Penipuan terkait identitas 

penjual misalnya bahwa penjual, yaitu toko virtual yang dimaksud, adalah 

toko fiktif. Selain itu, barang yang dikirim oleh penjual antara lain barang 

yang tidak dikirim ke pembeli, ada keterlambatan pengiriman yang lama, ada 

kerusakan pada barang yang dikirim atau barang yang dikirim cacat, dan lain-
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lain. Sedangkan yang berhubungan dengan pesanan pembelian dan 

pembayaran oleh pembeli ditolak oleh penjual kebenarannya.
28

 

Permasalahan terkait produk cacat yang diterima oleh konsumen dan tidak 

sesuai dengan apa yang telah dipromosikan, diatur dengan jelas dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini melarang 

pelaku usaha untuk menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan 

janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi 

penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Jadi jika pelaku usaha melanggar 

pasal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha 

dalam memperdagangkan barangnya.
29

 

F. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
30

 

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada 

analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan 

literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian 

hukum normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum, 
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perumusan masalah, pencarian bahan hukum, analisis data, penyusunan 

kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum 

identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan pendekatan 

melalui Undang-Undang (Statute Approach) yakni suatu metode penelitian 

yang fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan hukum untuk 

memahami dan mengevaluasi peraturan hukum itu sendiri. Pendekatan ini 

sering digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, tujuan dan 

norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, dan 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yakni suatu metode penelitian 

yang menekankan pada analisis kritis terhadap teks hukum, dokumen hukum, 

dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu 

hukum yang diteliti.
31

 

3. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
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Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

4. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri:
32

 

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Perjanjian Elektronik. 

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal 

hukum, tugas akhir, dan data elektronik yang berkaitan dengan 

pembahasan masalah. 

c. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu dengan cara 

studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya 

dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.
33

 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan bahan deskriptif kualitatif. Bahan-bahan 

hukum yang dijelaskan akan diuraikan dengan logis serta tersusun dan tidak 

menggunakan angka. Analisis ini akan dihasilkan kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah berdasarkan olahan bahan-bahan hukum yang 

telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara 

induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
34

 

G. Kerangka Skripsi 

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang 

dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara 

sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut: 

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkait latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas 

penelitian, metode penelitian, dan kerangka skripsi. 
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BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka berisikan tentang uraian 

penelitian terkait perlindungan konsumen, label halal dan jual beli online e-

commerce. 

BAB III membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada terkait bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan 

hak atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi 

jual beli online di aplikasi Shopee dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap peredaran produk kosmetik impor yang tidak memuat label halal di 

aplikasi Shopee. 

BAB IV berisikan tentang penutup pembahasan skripsi yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran dari tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang dituangkan 

dalam pembahasan BAB II dan BAB III. 
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BAB II 

PERLINDUNGAN KONSUMEN, HAK ATAS INFORMASI, PRODUK 

HALAL, JUAL BELI ONLINE 

A. Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Black‟s Law Dictionary, mengartikan perlindungan konsumen sebagai 

“undang-undang yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan 

jasa”, yang mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Istilah perlindungan 

konsumen digunakan untuk merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam upaya untuk mengatasi potensi kerugian yang dialami. 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan 

konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Shidarta menjelaskan 

perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan 

dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari.
35

 

Menurut Az Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian 

dari hukum konsumen yang meliputi asas-asas atau kaidah-kaidah untuk mengatur 

serta melindungi kepentingan konsumen. Sementara itu, hukum konsumen dalam 

pengertian yang lebih luas, merujuk pada hukum yang mengatur hubungan dan 
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penyelesaian sengketa antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang atau 

jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, ada pendapat 

yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen sebenarnya merupakan 

bagian dari hukum konsumen. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum 

konsumen memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena mencakup berbagai 

aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Salah satu 

komponen dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungan, yang mencakup 

berbagai upaya untuk menjaga hak-hak konsumen dari gangguan pihak lain.
36

 

Meningkatkan martabat konsumen, menjaga hak-hak konsumen ketika 

terjadi kerugian, dan meningkatkan kesadaran konsumen adalah tujuan dari upaya 

penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen. 

Penekanan pada tujuan-tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kontribusi 

positif terhadap praktik operasional pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

usaha dengan penuh tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen 

dilakukan dengan:
37

 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang melibatkan akses dan 

informasi, serta menjamin kepastian hukum; 

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh 

pelaku usaha pada umumnya; 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu 

dan menyesatkan; 
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e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. 

Seorang konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak atas 

kerugian yang timbul, apabila diyakini bahwa kuantitas dan kualitas barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai yang diperdagangkan. 

Tentunya, jenis dan besaran ganti kerugian harus sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.
38

 

1. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan 

barang; 

b. Hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, ketika 

barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya dan; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yaitu: 
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a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Adapun hak pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen adalah: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen. 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yakni: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 
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2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen merupakan serangkaian upaya untuk melindungi 

dan menjamin hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau dalam mengkonsumsi 

produk dan/atau jasa. Konsumen didefinisikan sebagai individu yang melakukan 

pembelian atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh 

pelaku usaha. 

Perlindungan konsumen di Indonesia diawasi dan diatur oleh Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh 

wilayah Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. 

Tujuan perlindungan konsumen menurut M. Sadar yaitu:
39

 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

Tujuan ini dimaksudkan untuk pentingnya peningkatan kesadaran, 

kemampuan dan kemandirian konsumen guna melindungi konsumen itu 

sendiri dan sebagai bentuk pencegahan kerugian. Dengan meningkatkan 

kesadaran konsumen, diharapkan konsumen akan selalu waspada dalam 

bertransaksi jual beli atau dalam mengkonsumsi/menggunakan barang 

dan/atau jasa. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

Tujuan ini dimaksudkan agar konsumen tidak lagi dipandang sebagai objek, 

melainkan menjadi salah satu subjek dalam aktivitas bisnis, dimana antara 
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pelaku usaha dan konsumen merupakan 2 (dua) merupakan pihak yang setara 

yang saling membutuhkan, dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa 

ada yang dirugikan di antara kedua pihak tersebut. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

Pemberdayaan konsumen merupakan cara yang sangat efektif dalam 

pelaksanaan perlindungan konsumen. Adapun salah satu cara untuk 

memberdayakan konsumen adalah dengan memberikan pengetahuan 

mengenai perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat memahami hak-

hak nya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 

Tujuan ini dimaksudkan, dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang telah menetapkan hak dan kewajiban bagi 

konsumen dan pelaku usaha, dapat dijadikan sebagai pedoman yang harus 

dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha. 

Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelaku usaha 

diharapkan tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, melainkan harus jujur 

dan meyakinkan dalam memasarkan dan menawarkan produknya, sehingga 
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konsumen merasa yakin dan puas dalam membeli produk tersebut, serta 

bertanggung jawab atas produk yang telah dipasarkan tersebut. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen. 

Ditengah persaingan usaha yang ada, konsumen cenderung memilih barang 

dan/atau jasa dengan kualitas terbaik dan aman untuk digunakan atau 

dikonsumsi. Situasi ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas 

barang dan/atau jasa yang dijualnya. 

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia mengatur sejumlah asas yang 

menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen yakni:
40

 

a. Asas Manfaat 

Asas manfaat mengamanatkan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan 

harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 

pelaku usaha secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan  diarahkan 

untuk menciptakan keseimbangan keuntungan bagi seluruh pihak yang 

terlibat. 

b. Asas Keadilan 

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi seluruh 

masyarakat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan bagi 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan 

kewajiban secara adil. Dalam perlindungan konsumen, asas keadilan menjadi 
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dasar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku 

usaha, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

c. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek 

materiil maupun spiritual. Dengan diterapkannya asas ini, diharapkan dapat 

mencakup aspek kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi atau 

kegiatan ekonomi. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Para 

pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk dan jasa yang aman bagi 

konsumen, agar konsumen terhindar dari potensi bahaya atau kerugian. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa baik pelaku 

usaha maupun konsumen tunduk pada hukum dan mendapatkan perlakuan 

yang adil dalam penyelenggaraan. Negara memiliki peran penting dalam 

menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang 

terlibat dalam perlindungan konsumen. 

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menetapkan bahwa asas-

asas perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, 
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keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini yang 

dimaksud yaitu: 

a. Asas manfaat adalah untuk menegaskan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi seluruh rakyat 

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil 

maupun spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang digunakan. 

e. Asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha 

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian 

hukum. 

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merinci tujuan dari 

perlindungan konsumen, yaitu: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari akses negatif pemakaian barang; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-

haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e. Meningkatkan kualitas barang yang menjamin kelangsungan usaha produksi 

barang dan keselamatan konsumen. 

B. Hak Atas Informasi Konsumen 

1. Pengertian Hak Atas Informasi Konsumen 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, makna 

perlindungan konsumen merujuk pada semua upaya yang bertujuan menciptakan 

kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen memiliki 

cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen sepanjang proses perolehan 

barang, hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang tersebut.
41

 

Implementasi perlindungan konsumen terjadi ketika pelaku usaha 

melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen selama transaksi. Dasar 

dari perlindungan ini tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

yang disahkan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik 

bisnis yang melanggar hukum. Pada tanggal 20 April 1999, pemerintah Indonesia 
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mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya untuk 

menjaga dan melindungi konsumen dari potensi kerugian.
42

 

Pelaku usaha dan konsumen memiliki peran penting dalam setiap transaksi 

jual beli. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting bagi setiap konsumen 

untuk memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan perannya. Demikian 

pula, pelaku usaha diharapkan memahami hak serta kewajiban dalam 

melaksanakan usahanya.
43

 

2. Pengertian Informasi 

Informasi dalam konteks hukum perlindungan konsumen mengacu pada hak 

konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang/jasa yang mereka beli. Hal ini merupakan salah satu 

hak konsumen yang diakui berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Konsumen berhak untuk menerima informasi yang benar dan jelas 

mengenai barang dan/atau jasa dibeli, termasuk informasi mengenai harga, 

kualitas, manfaat, dan risiko yang terkait dengan barang dan/atau jasa 

tersebut. Dengan adanya hak atas informasi yang benar, memungkinkan 

konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan memperoleh 

perlindungan yang memadai dalam aktivitas jual-beli.
44
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C. Produk Halal 

1. Pengertian Halal 

Menurut definisi Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, label diartikan 

sebagai simbol grafis yang dirancang untuk melekat dan menjadi bagian dari 

kemasan suatu produk dan memiliki fungsi di antaranya:
45

 

a. Mengidentifikasikan produk dan merek; 

b. Menjelaskan produk mengenai pembuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa 

saja kandungannya, bagaimana produk digunakan, dan bagaimana cara 

menggunakannya dengan aman; 

c. Mempromosikan produk melalui grafis menarik. 

Menurut Sastradipoera, istilah label halal merujuk pada penampilan kata 

“halal” pada kemasan produk, menandakan bahwa produk tersebut telah 

bersertifikat halal. Menurut Yuswohadi, label halal mencakup sertifikasi bahwa 

produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, 

menunjukkan bahwa produk tersebut telah lolos tahap pengujian kehalalan sesuai 

ketentuan syariat Islam. Label halal bertujuan agar konsumen bisa mendapatkan 

keabsahan kehalalan atas penggunaan produk itu nantinya.
46

 

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua konsep yang berbeda, 

namun keduanya memiliki keterkaitan erat. Sertifikasi halal mencakup proses 

kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis yang telah diatur oleh 

regulasi tertentu guna mengetahui ketentuan pemenuhan kehalalan suatu produk 
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yang dihasilkan suatu perusahaan. Sedang labelisasi halal, hanya mencantumkan 

penulisan kata “halal” pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk 

tersebut telah mendapatkan persetujuan sebagai produk halal.
47

 

Sertifikat produk halal diberikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dan 

pelabelan untuk produk halal. Sertifikat ini, yang merupakan syarat penting untuk 

pemberian label halal, dapat dianggap sebagai penetapan resmi terhadap status 

halal suatu produk, yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk 

sertifikat. Setelah memperoleh sertifikat halal untuk produknya, yang menyatakan 

bahwa produk tersebut memenuhi seluruh kriteria halal sebagaimana diatur dalam 

syariat Islam, barulah perusahaan dapat menempatkan label halal pada 

produknya.
48

 

2. Tujuan Label Halal 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan, 

label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Sebagaimana dalam Undang-

Undang Jaminan Produk Halal dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya 

pencantuman label halal adalah sebagai berikut: 

a. Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas produk halal: Label halal membantu 

memastikan bahwa konsumen muslim memiliki akses yang memadai terhadap 

produk yang sesuai dengan aturan kehalalan; 

b. Memberikan jaminan kehalalan: Label halal bertujuan untuk memberikan 

jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut diproduksi dan/atau diolah 
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sesuai dengan syariat Islam dan telah dijamin kehalalannya oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 

c. Memberikan informasi dan transparansi kepada konsumen: Label halal 

berfungsi sebagai informasi untuk konsumen muslim dan memberikan 

transparansi terkait dengan proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan 

dalam suatu produk telah sesuai syariat Islam; 

d. Pemenuhan kebutuhan konsumen muslim: Adanya label halal, konsumen 

muslim dapat dengan mudah mengidentifikasi produk-produk yang sesuai 

dengan prinsip kehalalan, sehingga mereka dapat memilih produk yang sesuai 

dengan syariat Islam; 

e. Perlindungan konsumen: Label halal dapat dianggap sebagai bentuk 

perlindungan bagi konsumen muslim terhadap penggunaan bahan atau proses 

yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam. 

Penyertaan label halal dalam undang-undang jaminan produk halal, 

dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap status halal 

produk yang dikonsumsinya, dan pelaku usaha dapat menjamin kehalalan 

produknya dengan mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH).
49

 

3. Syarat Produk Halal 

Kata “halal” merupakan kata serapan dari bahasa arab yang memiliki makna 

membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Menurut definisi 
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Qardhawi, “halal” merujuk pada segala sesuatu yang mubah (diperbolehkan), 

terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan menurut ketentuan syari‟at Islam. 

Definisi halal sebagaimana terdapat dalam al-qur‟an dan hadits adalah segala 

sesuatu yang baik bagi tubuh. LPPOM MUI menggariskan syarat kehalalan suatu 

produk harus penuhi ketentuan:
50

 

a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan dari babi; 

b. Tidak mengandung khamr (miras) dan produk turunannya dan; 

c. Semua bahan berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. 

Syarat produk halal menurut syariat Islam antara lain:
51

 

a. Halal dzatnya, yakni halal dari hukum awalnya seperti buah; 

b. Halal dalam proses mendapatkannya yang sesuai syariat Islam; 

c. Halal dalam pemrosesannya seperti menyembelih binatang sesuai kaidah 

syariat Islam (membaca basmalah); 

d. Halal dalam proses penyimpanan setelah diproduksi. 

Adapun syarat kehalalan produk menurut Burhanuddin meliputi:
52

 

a. Tidak mengandung babi dan bahan dari babi; 

b. Tidak terkandung bahan yang diharamkan seperti dari organ manusia, darah, 

kotoran dan selainnya; 

c. Semua bahan dari hewan halal dan disembelih menurut syariat Islam; 
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d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan 

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk 

babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan 

dengan tata cara yang diatur syariat Islam. 

4. Manfaat Sertifikasi dan Labelisasi Halal 

Adanya regulasi pemerintah terkait pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi 

halal memberikan sejumlah manfaat khusus, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yang berlaku baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, di antaranya 

yaitu:
53

 

a. Bagi konsumen 

1) Terhindarnya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan najis 

dan/atau tidak halal; 

2) Faktor perlindungan akan keamanan dan kenyamanan dalam 

mengkonsumsi makanan yang halal; 

3) Mampu menghindarkan diri dari mengkonsumsi produk haram yang 

membawa madhorot bagi jiwa dan raga; 

4) Memberikan kepastian perlindungan hukum. 

b. Bagi produsen 

1) Sebagai pertanggungjawaban produsen pada pemenuhan hak konsumen 

muslim; 

2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; 
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3) Meningkatkan citra dan daya jual produk yang dipasarkan; 

4) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran 

dan; 

5) Memberikan keuntungan lebih. 

D. Jual Beli Online 

1. Pengertian Jual Beli Online 

Perdagangan online semakin berkembang pesat, terutama dengan banyaknya 

situs yang menawarkan beragam produk. Namun, penting untuk diketahui bahwa 

dalam sistem jual beli online, informasi produk terbatas pada spesifikasi dan 

gambar, yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Oleh karena itu, sebagai 

konsumen, penting untuk memastikan kebenaran apakah produk yang akan dibeli 

sesuai atau tidak. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan jual beli 

sebagai perjanjian saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang memberikan 

barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
54

 

Kata “online” terdiri dari dua kata, yaitu “on‟ (Bahasa Inggris) yang berarti 

hidup atau di dalam, dan “line” (Bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, 

saluran atau jaringan. Secara bahasa “online” dapat diartikan dalam jaringan atau 

dalam koneksi. Secara spesifik, “online” merujuk pada keadaan di mana 

perangkat atau individu terhubung ke internet, memungkinkan komunikasi, baik 

yang bersifat satu arah seperti membaca berita dan artikel di situs web, maupun 

komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Dengan kata lain, 
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“online” merujuk pada kondisi di mana seseorang terlibat dalam interaksi dan 

komunikasi dengan perangkat atau individu lainnya yang terhubung ke jaringan 

yang sama.
55

 

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan 

diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk 

membayar sejumlah harga yang disepakati. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) mengatur perjanjian jual beli, yang merupakan perjanjian 

khusus yang diatur oleh Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan 

harga. Asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli menyatakan bahwa 

perjanjian jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah 

mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum 

diserahkan dan harga belum dibayar. Dalam perjanjian jual beli, pelaku usaha 

yang bertindak sebagai penjual diwajibkan untuk memberikan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sedangkan 

pembeli memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang 

barang atau jasa yang dibeli, termasuk mengenai harga, kualitas, manfaat, dan 

risiko yang terkait dengan produk atau layanan tersebut.
56

 

Perjanjian jual beli online adalah perjanjian jual beli yang dilakukan melalui 

media online, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Perjanjian jual beli 
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online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perjanjian jual beli 

online, pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual memiliki kewajiban untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa, termasuk memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan. Sedangkan pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi 

yang akurat dan transparan tentang produk atau layanan yang dibeli, termasuk 

mengenai harga, kualitas, manfaat, dan risiko yang terkait dengan produk atau 

layanan tersebut. Dalam perjanjian jual beli online, penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Dalam 

hal terjadi wanprestasi, konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang 

diderita, seperti pemenuhan perjanjian, ganti rugi biasa, atau pembatalan 

perjanjian.
57

 

Proses jual beli online melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan 

secara elektronik melalui platform online. Berikut adalah beberapa langkah umum 

dalam proses jual beli online:
58

 

a. Pemilihan Produk yakni pembeli melakukan pemilihan produk yang 

diinginkan melalui platform online, seperti situs web atau aplikasi toko online. 

b. Penambahan ke Keranjang Belanja yakni pembeli menambahkan produk yang 

dipilih ke keranjang belanja di platform online. 
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c. Pembayaran yakni pembeli melakukan pembayaran melalui metode 

pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet 

digital. 

d. Konfirmasi Pembayaran yakni penjual mengkonfirmasi penerimaan 

pembayaran dari pembeli. 

e. Pengiriman yakni penjual melakukan pengiriman produk yang dibeli oleh 

pembeli ke alamat yang telah ditentukan. 

f. Konfirmasi Penerimaan yakni pembeli mengkonfirmasi penerimaan produk 

yang telah dikirim oleh penjual. 

Proses jual beli online dapat bervariasi tergantung pada platform online 

yang digunakan dan kebijakan penjual. 

2. Subjek dan Objek Jual Beli Online 

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak terlibat secara 

langsung dalam satu lokasi, melainkan melalui internet. Meskipun demikian, 

subjek jual beli online tetap sama dengan jual beli secara konvensional, yaitu 

pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai 

konsumen yang membayar harga barang. Transaksi jual beli online terkadang 

hanya dilandasi oleh kepercayaan, karena identitas atau keaslian pelaku usaha jual 

beli online tidak selalu jelas, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penipuan.
59

 

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang yang dibeli oleh 

konsumen, namun perbedaannya antara jual beli online dengan jual beli 
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konvensional terletak pada bahwa pembeli tidak dapat memeriksa barang secara 

langsung sebelum melakukan pembelian. Hal ini berbeda dengan transaksi jual 

beli konvensional, di mana penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung, 

memungkinkan pemeriksaan barang yang dibeli yang menumbuhkan kepercayaan 

terhadap kualitas produk. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli 

konvensional, risiko tindakan penipuan lebih rendah karena pembeli dapat 

melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang yang dibeli.
60

 

3. Jenis-Jenis Jual Beli Online 

Transaksi e-commerce meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya 

perlu dibagi dalam jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis dari suatu kegiatan e-

commerce adalah sebagai berikut:
61

 

a. Business to Business (B2B) yakti transaksi yang terjadi antara perusahaan, di 

mana pembeli dan penjual adalah perusahaan bukan individu. Biasanya, 

transaksi ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama bisnis antar perusahaan-

perusahaan tersebut dan dapat mencakup pembelian dalam jumlah besar. 

b. Business to Consumer (B2C) yakni transaksi antara perusahaan dengan 

konsumen atau individu. Jenis transaksi ini tersebar secara umum, dan 

konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap 

menerima pesanan dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan 

adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan 

masyarakat. 
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c. Consumer to Consumer (C2C) yakni transaksi jual beli yang terjadi antar 

individu dengan individu yang akan saling menjual barang. 

d. Consumer to Business (C2B) yakni transaksi yang memungkinkan individu 

menjual barang pada perusahaan. 

e. Non-Business Electronic Commerce yaitu transaksi yang merupakan kegiatan 

non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan 

dan lain-lain. 

f. Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce yaitu kegiatan ini 

meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan 

pertukaran barang, informasi, dan menjual produk perusahaan kepada 

karyawan. 

g. Governer to Citizens (G2C) merupakan pelayanan pemerintah terhadap warga 

negaranya melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk 

kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. 

h. Mobile Commerce memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti 

mengakses internet melalui handphone. 

 

E. Jual Beli Online dan Label Halal pada Kosmetik dalam Perspektif 

Hukum Islam 

1. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam 

Dalam Islam, istilah “akad” merujuk pada perjanjian atau persetujuan antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Kata “akad” diambil dari bahasa 
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Arab dan berarti kesepakatan atau perjanjian. Dalam hukum Islam (fiqh), istilah 

“akad” dapat diartikan secara umum maupun khusus. Secara umum, “akad” 

merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas keinginannya sendiri, 

seperti jual beli, perwakilan, gadai, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam pengertian 

khusus, “akad” merujuk pada komitmen yang dibentuk melalui ijab-qabul 

berdasarkan ketentuan syariah, yang berdampak pada keterkaitan ucapan antara 

pihak-pihak yang berakad secara syariah pada segi yang tampak dan berdampak. 

Akad memiliki peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan muamalah 

dan dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi.
62

 

Secara umum, pengertian rukun akad merujuk pada persyaratan yang harus 

ada dan dipenuhi dalam suatu transaksi atau perjanjian agar akad tersebut sah dan 

dapat diakui secara syariat Islam. Dalam konteks transaksi ekonomi Islam, 

termasuk dalam akad jual beli atau transaksi keuangan, terdapat beberapa rukun 

akad yang perlu dipenuhi. Secara umum, rukun akad dapat dibagi menjadi 

beberapa unsur pokok, tergantung pada jenis akad yang dilakukan.
63

 

Syarat akad adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akad atau 

perjanjian sah menurut syariat Islam. Syarat akad terbagi menjadi dua, yaitu syarat 

umum dan syarat khusus. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad 

antara lain, pertama, pelaku akad harus cakap bertindak (ahli), kedua objek akad 

harus dapat menerima hukumnya, ketiga, akad harus diperbolehkan syara‟ 

dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, dan keempat janganlah akad itu 

akad yang dilarang oleh syara‟. Sedangkan syarat khusus adalah syarat yang 
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hanya berlaku untuk sebagian akad tertentu, bukan semua akad. Contohnya seperti 

syarat saksi dalam akad. Selain syarat, terdapat juga rukun akad yang harus 

dipenuhi agar sah, yaitu aqid (orang yang menyelenggarakan akad), ma'qud 'alaih 

(objek transaksi), shighat (ijab dan qabul), dan majlis (tempat atau waktu 

terjadinya akad). Jika salah satu rukun akad atau syarat akad tidak terpenuhi, 

maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut syariat Islam.
64

 

Jual beli, terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”, yang memiliki makna 

yang berlawanan. Istilah jual merujuk pada perbuatan menjual, sedangkan kata 

beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli melibatkan dua 

pihak yang terlibat dalam satu peristiwa, di mana satu pihak menjual dan pihak 

lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.
65

 Menurut ahli fiqih, 

istilah jual beli juga dikenal sebagai “al-bai‟”, yang berarti menjual, mengganti, 

dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata “al-bai‟” dalam Bahasa 

Arab memiliki makna ganda, mencakup arti menjual dan sekaligus membeli. 

Dengan demikian, kata “al-bai‟” dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang 

melibatkan pertukaran barang dan/atau jasa antara pihak yang menjual dan pihak 

yang membeli.
66

 

Menurut Imam Taqiyuddin, definisi jual beli adalah suatu proses tukar 

menukar harta, di mana pihak-pihak saling menerima, dan harta yang terlibat 

dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qabul, dan keseluruhan proses ini harus 
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sesuai dengan syariat Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “Dan 

persaksikanlah ketika kamu berjual beli (Q. S. Al-Baqarah 282)”.
67

  

Ayat ini, memberikan pedoman tentang cara-cara yang benar dalam 

melakukan jual beli. Sebagaimana diketahui, jual beli adalah transaksi yang 

dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Salh satu hal 

yang ditekankan dalam ayat ini adalah perlunya menunjuk saksi atau alat bukti 

lainnya dalam melakukan perjanjian jual beli. Tindakan ini diambil untuk 

memastikan bahwa transaksi tersebut dapat diakui dan dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian 

transaksi jual beli dapat terwujud, sejalan dengan ajaran syariat Islam. Hal ini 

sangat penting dalam perbuatan muamalah lainnya.
68

 

Akad jual beli merupakan inti dari setiap transaksi jual beli, yaitu 

kesepakatan antara penjual dan pembeli yang wajib ada pada setiap transaksi jual 

beli. Dalam hal ini, akad harus diucapkan secara jelas setelah ada kegiatan jual 

beli. Selain itu, kedua pihak harus ikhlas saat akad telah diucapkan. Ketika 

mengucapkan akad, semua rukun dan syarat jual beli harus sudah terpenuhi.
69

 

Rukun jual beli dalam Islam terdiri dari beberapa syarat yang harus dipenuhi 

oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli. 

Berikut adalah beberapa rukun jual beli dalam Islam:
70

 

1) Penjual dan Pembeli 
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Kedua belah pihak harus memiliki akal dan berkepala untuk bertransaksi. 

Penjual harus memiliki ahliyah atau kemampuan hukum untuk melakukan 

transaksi muamalah, sementara pembeli harus pun memiliki kemampuan 

membeli dan mengambil hak untuk memperoleh barang yang dijual. 

2) Barang atau Jasa yang Dijual 

Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, tidak haram, 

dan harus diketahui oleh penjual. 

3) Ijab dan Qabul 

Transaksi jual beli memerlukan ucapan penjual (ijab) dan pembeli (qabul). 

Ijab merupakan ucapan penjual yang menawarkan barangnya, sementara qabul 

adalah ucapan pembeli yang menerima tawaran tersebut. 

4) Harga Jual Beli 

Harga jual beli harus jelas dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Harga 

yang tidak jelas dapat menjadi syarat bagi transaksi yang tidak sah. 

5) Jual Beli Sah 

Jual beli harus dilakukan dengan sadar dan ridha, dan harus sesuai dengan 

syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. 

6) Menghindari Riba 

Transaksi jual beli harus dilakukan tanpa riba, yaitu pengambilan hasil dari 

pekerjaan orang lain tanpa memberikan penggunaan yang sesuai. 

7) Transparansi 

Dalam transaksi jual beli, semua pihak harus bertransparan dan tidak 

melakukan pengambilan yang tidak sah. 



 

51 
 

Jual beli dalam hukum Islam, atau dikenal sebagai “al-bai'”, merujuk pada 

kegiatan perdagangan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jual beli 

dalam hukum Islam merujuk pada transaksi perdagangan yang diatur berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip utama dalam jual beli menurut hukum 

Islam antara lain:
71

 

a. Transaksi dilakukan dengan ridha dan sukarela adalah transaksi jual beli harus 

dilakukan dengan ridha dan sukarela dari kedua belah pihak 

b. Objek jual beli bukan milik orang lain yakni objek jual beli harus merupakan 

milik sah dari penjual, bukan milik orang lain atau hasil dari kegiatan yang 

bertentangan dengan syariah 

c. Harga yang jelas yakni harga dari objek jual beli harus jelas dan tidak boleh 

mengandung unsur riba atau ketidakjelasan 

d. Penyelesaian secara tunai yakni transaksi jual beli sebaiknya diselesaikan 

secara tunai dan langsung, tanpa adanya unsur riba atau penundaan 

pembayaran. 

Dalam hukum Islam, jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual yang 

dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam 

ditekankan pada prinsip-prinsip kejujuran, transparansi dan kesepakatan yang 

dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.
72
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2. Label Halal pada Kosmetik dalam Perspektif Hukum Islam 

Label halal, sebagai panduan bagi konsumen muslim dalam pemilihan 

produk karena menawarkan kepastian bahwa produk tersebut mematuhi syariat 

Islam. Meskipun demikian, kehadiran label halal tidak secara otomatis menjamin 

hak-hak konsumen muslim, dalam hal perlindungan hukum. Hal ini disebabkan 

oleh praktik-praktik yang kurang jujur oleh beberapa produsen yang 

menggunakan label halal tanpa sertifikasi resmi dari LPPOM MUI. Jaminan 

produk kosmetik halal sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal, sehingga masyarakat memiliki jaminan perlindungan hukum atas 

kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.
73

 

Industri kosmetik halal mengalami perkembangan pesat dalam beberapa 

tahun terakhir. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyajikan 

potensi pasar yang besar untuk kosmetik halal dan produk perawatan pribadi. 

Menurut data Kementerian Perindustrian tahun 2018 menunjukkan bahwa industri 

kosmetik nasional mengalami pertumbuhan 20% yang merupakan empat kali lipat 

dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017.
74

 Perkembangan ini 

diiringi dengan munculnya berbagai produk kosmetik berbasis halal, seperti 

Wardah, Sariayu, Purbasari, dan sejumlah merek lainnya, yang muncul sejalan 

dengan berkembangnya pasar kosmetik halal ini. 

Islam, sebagai agama yang menghargai kecantikan wanita dan untuk 

mempercantik diri, banyak wanita menggunakan kosmetik. Namun, pemakaian 
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kosmetik perlu diperhatikan dari segi bahan dan cara memperolehnya. 

Penggunaan kosmetik seharusnya tidak membahayakan kulit atau diri 

penggunanya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bahan-bahan yang berpotensi 

berbahaya bagi kulit menjadi sangat penting. Selain itu, penting untuk 

memastikan kehalalan produk kosmetik agar sesuai dengan syariat Islam. Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan label halal untuk produk-produk 

tersebut, dan penjaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal.
75

 

Dalam Islam, penggunaan kosmetik untuk mempercantik diri perlu 

memperhatikan unsur kehalalan produk kosmetik tersebut, baik dari segi bahan 

dan perolehan bahan-bahan tersebut. Produk kecantikan yang halal dapat dikenali 

melalui label halal yang tertera pada kemasannya, sehingga konsumen muslim 

dapat dengan mudah memilih produk tanpa khawatir mengenai keberadaan bahan 

yang terkandung di dalamnya terkategori bahan yang haram. Jaminan kehalalan 

produk Kosmetik diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Banyak 

produk kecantikan yang sudah tersebar luas di masyarakat. Penting untuk 

menyadari perbedaan antara produk make up (kosmetik) dan skincare (perawatan 

kulit). Terkadang, ada penjual yang mencampurkan keduanya. Hal ini berpotensi 

menyebabkan seseorang yang tidak menyadari adanya bahan haram dalam produk 

tersebut namun tetap menggunakannya. 

Skincare merupakan bentuk perawatan kulit yang bertujuan untuk merawat 

dan mempertahankan keindahan, kebersihan, serta kesehatan kulit dan 
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mempertahankan kekenyalan serta penampilan muda. Sedangkan make 

up (kosmetik) adalah produk yang tidak memiliki manfaat untuk perawatan kulit 

dan dapat berdampak buruk pada kulit wajah. Bahkan, setelah kosmetik dihapus, 

wajah yang awalnya tampak kusam akan tetap kusam. Make up (kosmetik) 

memberikan penampilan yang lebih baik secara instan, tetapi efek tersebut hanya 

bersifat sementara dan akan hilang setelahnya. 

Penggunaan kosmetik harus dijamin keamanannya dan tidak boleh 

membahayakan kesehatan kulit atau kesehatan pengguna. Pemilihan kosmetik 

harus memperhatikan kriteria keamanan dan memastikan bahwa tidak 

mengandung bahan yang dilarang syariat Islam. Kehalalan suatu produk kosmetik 

adalah hal yang harus diperhatikan. Produk halal adalah produk yang memenuhi 

syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mengandung babi atau 

bahan berbahaya dari babi. Selain itu, semua bahan yang berasal dari hewan halal 

harus diproses sesuai dengan tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat 

Islam. Tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya 

tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus 

dibersihkan dengan   yang diatur menurut syariat Islam. 
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BAB III 

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN 

HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR 

DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE 

A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak Atas 

Informasi Halal dalam Penjualan Produk Kosmetik Impor dalam 

Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Shopee 

Penggunaan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan 

yang ditawarkan tetapi juga meningkatkan proses layanan. Seiring waktu berjalan, 

kemajuan teknologi semakin menonjol di era globalisasi karena mendukung 

berbagai aktivitas manusia. Penyebaran internet di seluruh lapisan masyarakat 

difasilitasi oleh terus-menerusnya perkembangan dalam teknologi. Perdagangan 

elektronik, yang sering dikenal sebagai e-commerce, adalah salah satu 

penggunaan internet dalam hal bisnis. E-commerce mengacu pada proses 

pembelian, penjualan, pengiriman, atau pertukaran data, produk, atau layanan 

melalui internet.
76

 

Shopee merupakan aplikasi pasar daring pertama yang menawarkan layanan 

belanja online yang nyaman, praktis, gratis, dan dapat diandalkan menggunakan 

perangkat seluler di Asia Tenggara dan Taiwa.
77

 Shopee sebagai marketplace 

populer, dimana banyak pelaku usaha yang memanfaatkan Shopee untuk 

memasarkan produknya. Keberadaan Shopee juga mempermudah konsumen 
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dalam melakukan transaksi belanja. Meskipun demikian, pada dasarnya konsumen 

berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha 

sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak 

bertanggung jawab. Salah satu bentuk kecurangan pelaku usaha dalam hal ini 

adalah mengedarkan kosmetik impor yang tidak berlabel halal.
78

  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

220/Men.Kes/Per/1976 kosmetik dikategorikan ke dalam 12 macam, namun fokus 

penelitian ini adalah pada kosmetik berupa make up seperti bedak, lipstik, alas 

bedak (foundation), blush on, dan sebagainya. Pasar kosmetik saat ini 

menawarkan beragam produk dari berbagai jenis dan merek, baik produk 

domestik maupun impor seperti Taiwan, Cina, Thailand, dan Korea. Namun, 

apakah semua produk kosmetik yang diimpor dari luar negeri tersebut halal untuk 

dikonsumsi oleh para konsumen muslim di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan 

kepentingan keamanan dan kenyamanan konsumen muslim di Indonesia. 

Kurangnya pengawasan terhadap produk-produk kosmetik tersebut, menyebabkan  

baik produk lokal maupun impor tanpa sertifikat halal dengan mudah masuk dan 

diperdagangkan di Indonesia.
79

 

Umumnya, pelaku usaha di aplikasi Shopee yang menjual kosmetik impor 

berupa bedak, lipstik, alas bedak (foundation), blush on dan sebagainya tidak 

menggunakan jasa importir resmi. Banyak di antara pelaku usaha memilih untuk 

membawa sendiri kosmetik impor dari negara asalnya atau dengan memesan 
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langsung dari negara asal yang kemudian dikirim langsung ke alamat rumah 

pelaku usaha di Indonesia. Selanjutnya pelaku usaha memanfaatkan Shopee 

sebagai wadah untuk memasarkan produknya, memudahkan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Dalam hal ini, istilah “importir” merujuk pada penjual 

kosmetik impor yang menjual produknya di aplikasi Shopee.  

Pelaku usaha di aplikasi Shopee memiliki hubungan hukum dengan konsumen 

berdasarkan kontrak, yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan 

kesepakatan di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda, 

sementara pihak lain berkomitmen untuk membayar jumlah harga yang telah 

disepakati. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian khusus yang telah diatur 

dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
80

 

Perjanjian jual beli online adalah kesepakatan jual beli yang terjadi melalui media 

online, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Perjanjian jual beli online 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
81

 

Perdagangan kosmetik impor memerlukan perlindungan yang memadai bagi 

konsumen, terutama konsumen muslim, untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti penggunaan bahan kosmetik yang mengandung bahan dan zat-

zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Maka, dalam kegiatan perdagangan 

                                                           
80

 Johanis F. Mondoringin, Loc. Cit. 
81

 H. Moch Isnaeni, Loc. Cit. 



 

58 
 

kosmetik impor, muncul kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu 

pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee dan konsumen. 

Undang-undang kosmetika Indonesia pada dasarnya diatur dalam Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan 

Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Peraturan tersebut 

menyatakan bahwa saat mengimpor produk kosmetik ke Indonesia, terdapat 

sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, seperti mendapatkan izin resmi dari 

BPOM, mematuhi peraturan impor, serta memenuhi persyaratan yang diperlukan. 

Produk kosmetik, sebagai bagian dari kategori impor dari luar negeri harus 

mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan 

Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Undang-undang ini  

mewajibkan pemasok untuk memberikan informasi tentang Lampiran Tipe III 

kepada konsumen, yang berfungsi sebagai konfirmasi bahwa produk tersebut akan 

digunakan untuk keperluan pribadi atau individu. Ini adalah langkah yang penting 

dalam memastikan bahwa produk yang diimpor mematuhi standar keamanan dan 

ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

Perlindungan konsumen meliputi serangkaian perlindungan hukum yang 

diberikan kepada konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai kerugian 

atau kesalahan yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Nomor 1 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan hukum atas 

perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, 
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mencakup perlindungan konsumen pada seluruh proses perolehan suatu produk, 

mulai dari tahap perolehan produk hingga akibat penggunaan produk tersebut. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang 

mengatur perlindungan konsumen baik dalam aspek materil maupun formil. 

Undang-Undang ini sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen di Indonesia. 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, 

membutuhkan regulasi khusus yang menjamin perlindungan konsumen muslim. 

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah contoh dari perlunya 

aturan khusus terkait perlindungan konsumen muslim, karena Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan 

konsumen muslim. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merepresentasikan 

tanggung jawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi 

dengan memastikan bahwa masyarakat muslim mengkonsumsi dan menggunakan 

barang yang sesuai syari‟at Islam yakni halal dan thoyib. Selain itu juga dengan 

disahkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal semakin menegaskan 

komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen muslim 

dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, salah satunya produk kosmetik.
82

 

Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian, 

keamanan serta keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.
83

 

Dalam hal perdagangan kosmetik impor yang tidak memuat label halal di 

aplikasi Shopee masih banyak terjadi. Terdapat beberapa contoh pelaku usaha di 
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aplikasi Shopee yang tidak mencantumkan label halal atau informasi halal pada 

produknya yakni: 

1. “laco.barangbangkok”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa eyeshadow, 

lipstik, bedak dan foundation dari Thailand, dan semua produk yang dijual di 

toko tersebut tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan 

informasi halal di deskripsi produk.
84

 

2. “beautyofthai”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, eyeshadow, 

foundation, pelembab badan dan sabun muka dari Thailand, dan sebagian 

besar produk yang dijual di toko tersebut tidak memiliki label halal dan toko 

tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk. Dalam toko tersebut 

hanya terdapat satu produk kosmetik berupa pelembab badan yang sudah 

memiliki label halal.
85

 

3. “importise”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa eyeshadow, lipstik, 

blush on, dan pensil alis dari China, dan semua produk yang dijual di toko 

tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di 

deskripsi produk.
86

 

4. “usahakosmetik”. Toko ini menjual produk kosmetik mayoritas bermerek 

ANYLADY dan Kiss Beauty berupa lipstik, eyeshadow, pensil alis, blush on, 

dan bedak yang berasal dari Thailand, dan semua produk yang dijual tidak 

memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi 

produk.
87
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5. “Jenbeauty_shop”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, 

mascara, blush on, dan eyeshadow dari China. Semua produk yang di jual 

tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di 

deskripsi produk.
88

 

6. “antler.makeup”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa eyeshadow, 

lipstik, sunscreen, dan foundation dari Thailand dan China. Semua produk 

yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi 

halal di deskripsi produk.
89

 

7. “bintangkemilau1/ Star language wishes”. Toko ini menjual produk kosmetik 

berupa suncream dari Jepang dan Perancis. Semua produk yang dijual tidak 

memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi 

produk.
90

 

8. “cutepumpkin.id”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa eyeshadow, 

blush on, foundation, eyecream, lipstik, dan bedak dari China, Jepang, dan 

Korea. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak 

mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.
91

 

9. “chaelcollection”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, 

eyeshadow, dan mascara dari China dan Thailand. Semua produk yang dijual 

tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di 

deskripsi produk.
92
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10. “chicprincessa”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa bedak, lipstik, 

blush on, dan eyeshadow dari Jepang. Semua produk yang dijual tidak 

memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal terkait 

produk di deskripsi produk.
93

 

11. “cezanne_indonesia”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa blush on, 

foundation, eyeshadow, dan bedak dari Jepang. Semua produk tidak memiliki 

label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi 

produk.
94

 

12. “sistore_skincare”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa eyeshadow, 

foundation, bedak, sunscreen, dan blush on dari Jepang. Semua produk tidak 

memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi 

produk.
95

 

13. “thai_of_beauty”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa eyeshadow, 

lipstik, blush on, dan foundation dari Thailand. Semua produk tidak memiliki 

label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi 

produk.
96

 

14. “happygif.id”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, eyeshadow, 

blush on, mascara dan foundation dari China. Semua produk tidak memiliki 

label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi 

produk.
97
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15. “Urban Collections”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, 

eyeshadow, blush on, dan bedak dari China. Semua produk tidak memiliki 

label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi 

produk.
98

 

Upaya perlindungan konsumen telah dilaksanakan oleh Shopee. Upaya 

tersebut dapat dilihat dalam laman resmi Shopee terkait kebijakan barang yang 

dilarang dan dibatasi dijelaskan bahwa barang yang dilarang dan dibatasi oleh 

Shopee salah satunya adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan 

kosmetik bekas. Upaya ini menunjukkan perhatian Shopee terhadap keamanan 

dan kepuasan konsumen.
99

 Namun, pihak Shopee belum memiliki kebijakan 

khusus terkait peredaran produk yang belum memiliki sertifikat halal maupun 

label halal. 

Dalam menghadapi masalah perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal 

di aplikasi Shopee yang masih banyak, perlu ditekankan bahwa sesuai dengan 

ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha 

diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun pada kenyataannya pelaku 

usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak 

memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal baik berupa 

sertifikat halal ataupun label halal. Kemudian di deskripsi setiap produk kosmetik 

impor yang dijual oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee juga tidak menjelaskan 
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mengenai informasi halal produk. Yang mana membuat konsumen khususnya 

konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dalam 

mengkonsumsi/menggunakan kosmetik impor karena tidak adanya informasi yang 

jelas tentang kehalalan produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi Shopee. 

Berdasarkan pengamatan terhadap produk kosmetik impor yang dijual di 

aplikasi Shopee, terlihat bahwa pelaku usaha hanya mencantumkan informasi 

yang terbatas seperti keterangan harga, kadaluwarsa, dan asal produk kosmetik 

impor. Informasi seperti ini belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen untuk 

memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan informasi 

halal. Sehingga seharusnya pelaku usaha mencantumkan seluruh informasi yang 

terdapat di dalam produk termasuk menyampaikan secara jujur apabila produk 

kosmetik impor yang dijual tidak memiliki label halal atau sertifikat halal. 

Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dalam 

hal ini pembeli berhak untuk mendapatkan informasi halal dalam bentuk label 

halal. Pelaku usaha kosmetik impor dalam hal ini juga melanggar hak konsumen 

atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk. 

Keberadaan label halal menandakan bahwa produk telah melewati pengujian 

kehalalan oleh LPPOM MUI, sehingga ketidakberadaan label halal dapat 

menimbulkan ketidakamanan bagi konsumen muslim dan berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi konsumen. 
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Dalam hal perlindungan konsumen terkait perdagangan kosmetik impor tidak 

berlabel halal di aplikasi Shopee, perilaku pelaku usaha kosmetik impor yang 

tidak melakukan kewajibannya untuk memberi informasi yang benar dan jelas 

terkait informasi halal, maka perilaku pelaku usaha tersebut dapat dikatakan tidak 

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat dikatakan tidak 

beritikad baik karena tidak memberikan informasi yang benar dan jelas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH), dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam hal ini pelaku usaha yang 

menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee tidak memenuhi kewajibannya untuk 

memberikan informasi yang jelas terkait kehalalan produk, sehingga dapat 

menyebabkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim, maka dari 

itu dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga pelaku usaha wajib mengganti 

kerugian yang dialami oleh konsumen. 

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia 

seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan masyarakatnya 

dalam mengkonsumsi produk halal. Sehubungan dengan hal ini, pengesahan 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi suatu tindakan yang 
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mencerminkan tanggung jawab negara terhadap masyarakat muslim dalam 

menjamin terpenuhinya hak konsumen muslim dalam mengkonsumsi dan/atau 

menggunakan segala sesuatu yang halal, salah satunya adalah produk kosmetik. 

Dalam penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini 

bertujuan untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan 

ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan 

produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Prinsip-prinsip yang 

mendasari undang-undang ini meliputi asas perlindungan, keadilan, kepastian 

hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta 

profesionalitas. Penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan menyediakan 

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal 

bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta untuk 

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, dengan produksi dan penjualan 

produk halal. 

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, produk halal diartikan 

sebagai produk yang telah memenuhi ketentuan halal sesuai syariat Islam. Suatu 

produk hanya dapat dianggap sebagai produk halal apabila telah memperoleh 

sertifikat halal. Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dimaksud 

dengan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), didasarkan pada fatwa 

halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dalam pandangan Sastradipoera, istilah 

label halal merujuk pada penampilan kata “halal” yang tertera pada kemasan 

produk, menunjukkan bahwa produk tersebut telah diakui sebagai produk halal. 



 

67 
 

Menurut Yuswohadi, label halal mencakup proses sertifikasi yang menegaskan 

bahwa suatu produk tersebut mematuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh 

LPPOM MUI, dengan maksud bahwa produk tersebut telah lolos dalam tahap uji 

kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Label halal bertujuan agar konsumen 

bisa mendapatkan keabsahan kehalalan atas penggunaan produk itu nantinya.
100

 

Meskipun sertifikasi halal dan label halal merupakan dua konsep yang 

berbeda, keduanya memiliki keterkaitan erat. Sertifikasi halal mencakup 

serangkaian proses kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis sesuai 

dengan regulasi yang telah ditetapkan, guna mengetahui ketentuan pemenuhan 

kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Sedang labelisasi halal, 

hanya melibatkan penulisan kata “halal” pada kemasan produk sebagai bentuk 

informasi bahwa produk tersebut telah mendapatkan persetujuan sebagai produk 

halal.
101

 

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan kewajiban bagi 

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki 

sertifikat halal. Jenis produk yang wajib bersertifikat halal yang diatur dalam 

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa kosmetik termasuk 

produk yang wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal ini menjadi penting 

maknanya karena jaminan produk halal di Indonesia secara teknis dijabarkan 
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dalam proses sertifikasi halal tersebut.
102

 Pasal 4 tersebut meletakkan kewajiban 

bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dibuat 

dan/atau diperdagangkan di wilayah Indonesia. Hal ini semakin dipertegas dalam 

aturan teknis Undang-Undang Jaminan Produk Halal yakni dalam Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai 

berikut:
103

 

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

bersertifikat halal 

2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban 

bersertifikat halal 

3. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak 

halal. 

4. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan produk kosmetik impor yang 

tidak memiliki label halal yang beredar di Indonesia melalui aplikasi Shopee. 

Masih banyak beredarnya kosmetik impor yang tidak memiliki label halal di 

aplikasi Shopee maka produk kosmetik impor tersebut dapat dikatakan melanggar 

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena label halal pada 
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produk merupakan sebuah tanda bahwa produk tersebut telah memperoleh 

sertifikat halal. Dalam hal ini produk kosmetik impor tidak mencantumkan label 

halal sehingga dapat diartikan bahwa produk belum memiliki sertifikat halal. 

 Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan 

setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki 

sertifikat halal, maka timbul suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang 

memperdagangkan produknya di Indonesia untuk mendaftarkan sertifikat halal 

bagi produk yang diperdagangkannya. Dalam perdagangan kosmetik impor tidak 

berlabel halal ini, maka kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat 

halal untuk produk nya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya kewajiban pelaku 

usaha dalam hal ini juga melanggar hak-hak konsumen khususnya konsumen 

muslim, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai 

kehalalan suatu produk kosmetik impor dan hak untuk merasa aman dan nyaman 

dalam mengkonsumsi produk kosmetik impor tanpa khawatir bahan yang ada 

dalam produk tersebut melanggar syariat Islam. 

Informasi mengenai bahan apa saja yang diharamkan telah diuraikan dalam 

Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu meliputi bahan yang 

berasal dari hewan yang diharamkan meliputi, bangkai, darah, babi dan/atau 

hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Hal ini menetapkan ketentuan 

tentang bahan yang dapat digunakan dalam produk untuk memastikan 

kehalalannya. Sementara itu, informasi mengenai bagaimana proses produksi 

produk halal juga telah dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Jaminan 
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Produk Halal yang menegaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat yang digunakan 

dalam proses produksi produk halal wajib dipisahkan dengan proses produksi 

produk tidak halal. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehalalan dan kebersihan 

produk dan memastikan bahwa produk halal diproduksi dengan standar prosedur 

yang sesuai dengan syariat Islam.  

Adanya ketentuan-ketentuan di atas sudah seharusnya mendorong pelaku 

usaha untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, khususnya dalam 

memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal. Dalam hal 

perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal menyebabkan konsumen 

khususnya konsumen muslim tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh 

informasi yang benar dan jelas sebagaimana diatur Pasal 4 huruf c Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Tidak adanya label halal pada produk kosmetik 

impor tersebut menyebabkan konsumen muslim merasa tidak mendapatkan 

informasi yang memadai mengenai status kehalalan. Tidak adanya label halal 

pada produk kosmetik impor juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi 

konsumen muslim terkait keberadaan bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, 

sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kejelasan 

mengenai proses produksi kosmetik impor yang sesuai dengan syariat Islam juga 

menjadi kekhawatiran bagi konsumen, sehingga memicu rasa waspada terhadap 

ketidakjelasan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya label halal dalam kosmetik 

impor tidak hanya berdampak pada hak konsumen, namun juga pada kepercayaan 

dan keyakinan konsumen muslim terhadap kehalalan produk yang dikonsumsinya.  
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Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa 

produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan 

demikian, kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal, yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan 

di Indonesia, berlaku juga untuk produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi 

Shopee. Namun pada kenyataannya, produk kosmetik impor yang dijual di 

aplikasi Shopee masih banyak yang tidak memiliki label halal sebagai bentuk 

informasi diperolehnya sertifikat halal bagi suatu produk dalam hal ini yaitu 

kosmetik impor. Maka dapat diartikan jika suatu produk tidak mencantumkan 

label halal maka dapat dimungkinkan produk tersebut belum memiliki sertifikat 

halal. 

Dalam perdagangan kosmetik impor ini, apabila pelaku usaha ternyata telah 

memperoleh sertifikat halal, maka sesuai dengan Pasal 25 huruf a dan Pasal 38 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, wajib bagi pelaku usaha untuk 

mencantumkan label halal pada produknya. Apabila ternyata pelaku usaha yang 

menjual kosmetik impor ini telah mendapatkan sertifikat halal atas produknya, 

namun pelaku usaha tidak mencantumkan label halal pada produknya, maka 

pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan label halal 

sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen 

muslim. 
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Kewajiban penggunaan kosmetik halal telah diatur dalam Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk 

Kosmetika Dan Penggunaannya menetapkan:
104

 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk 

membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, 

digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. 

2. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syar‟i yang bersifat penyempurna 

(tertier), yang tidak sampai pada tingkat darurat ataupun hajat, yang jika tidak 

dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak 

menimbulkan kecacatan. 

3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang 

berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori haajiyyat dan ada yang 

masuk kategori tahsiniyyat. 

Kedua : Ketentuan Hukum 

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan 

syarat: 

a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci; 

b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar‟i dan; 

c. Tidak membahayakan. 
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2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/ masuk ke dalam tubuh) 

yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. 

3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan 

bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan 

penyucian setelah pemakaian (tathhir syar‟i). 

4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada 

rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram. 

5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan 

hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-

obatan. 

6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan 

mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia 

hukumnya haram. 

7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, 

dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau 

lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh 

tahrim, sehingga harus dihindari. 

8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak 

diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari 

sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. 

Keempat : Rekomendasi 

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta 

menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh 
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tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta 

kesuciannya. 

2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci 

dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 

3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalal kosmetika 

yang diperjualbelikan kepada umat Islam. 

4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika 

yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam 

maupun luar. 

5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika 

yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai 

ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. 

Dalam Fatwa ini, MUI menjelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi kosmetika 

yang akan digunakan oleh setiap muslim untuk berbahan halal dan suci. 

Kewajiban ini mencakup dari segi bahan, jenis maupun cara pembuatannya dan 

mengharuskan pelaku usaha untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk 

kosmetiknya. Akan tetapi yang terjadi dalam perdagangan kosmetik impor di 

aplikasi Shopee, belum jelas mengenai halal atau tidaknya kosmetik impor 

tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di aplikasi Shopee tidak memberikan 

informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal baik berbentuk label halal 

maupun sertifikat halal mengenai kehalalan kosmetik impor tersebut. Kewajiban 

pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produknya juga tidak terlaksana karena 

tidak adanya label halal pada kosmetik impor yang ada di aplikasi Shopee 
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menandakan bahwa pelaku usaha masih acuh terhadap kehalalan produknya. 

Perilaku pelaku usaha ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

disebutkan dalam Fatwa MUI ini dan telah melanggar ketentuan-ketentuan 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 

Kemajuan teknologi informasi internet telah memberikan dampak positif bagi 

masyarakat Indonesia.
105

 Salah satu bentuk perdagangan yang paling terpengaruh 

oleh kemajuan teknologi informasi adalah transaksi elektronik.
106

 Kemudahan 

yang ditawarkan oleh transaksi elektronik, seperti yang terlihat dalam aplikasi 

Shopee, membuat banyak orang lebih cenderung memilih transaksi elektronik. 

Namun, penting untuk diketahui bahwa keberadaan transaksi elektronik seperti 

Shopee tidak secara otomatis menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran yang 

menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama konsumen muslim.
107

 Dalam hal 

ini permasalahan dalam keamanan barang untuk dikonsumsi, terutama terkait 

dengan kurangnya informasi halal pada produk, memang menjadi isu yang 

penting. Seperti yang terjadi pada perdagangan kosmetik impor tidak berlabel 

halal di aplikasi Shopee. Masalah seperti ini dapat menyebabkan kekhawatiran 

yang menjadikan sebagian konsumen muslim menjadi ragu untuk melakukan 

kegiatan jual beli secara online. 

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan 

mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan 
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benar. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik, menegaskan kembali bahwa pelaku usaha yang 

menawarkan produk melalui sistem elektronik diwajibkan memberikan informasi 

yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Akan tetapi 

pada kenyataannya, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi 

Shopee tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang lengkap 

dan benar terkait informasi halal baik dalam bentuk label halal maupun sertifikat 

halal. Pentingnya perlindungan hukum dalam hal ini adalah untuk menjamin 

kepentingan dalam berlangsungnya kegiatan jual beli online.  

Guna mengantisipasi penjualan situs yang berkedok penjualan barang fiktif, 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah merancang 

ketentuan yang bersifat preventif dan kelembagaan (institusional), terutama untuk 

menghadapi maraknya situs-situs palsu yang dapat menyesatkan konsumen. 

Upaya tersebut tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang terlibat 

dalam transaksi elektronik dapat menjalani proses sertifikasi keandalan oleh 

lembaga sertifikasi keandalan. Lembaga ini akan menerbitkan sertifikasi kepada 

pelaku usaha sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan 

secara elektronik memenuhi standar yang diperlukan untuk melakukan kegiatan 

usaha. Untuk memperoleh sertifikat keandalan, pelaku usaha harus melalui tahap 
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penilaian dan audit yang dilakukan oleh badan yang berwenang menerbitkan 

sertifikasi keandalan.
108

 

Jika melihat Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, penjual memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait informasi 

halal baik dalam bentuk label halal pada produk maupun sertifikat halal sebagai 

bukti bahwa produk telah dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI. Namun pada 

kenyataannya pelaku usaha di aplikasi Shopee seperti dalam perdagangan 

kosmetik impor tidak berlabel halal yang telah dijelaskan sebelumnya, mayoritas 

pelaku usaha tidak mencantumkan informasi halal baik dalam bentuk label halal 

pada produknya. Yang mana membuat konsumen khususnya konsumen muslim 

menjadi merasa tidak aman dan nyaman dalam mengkonsumsi kosmetik impor 

yang dibeli. 

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik diwajibkan 

untuk beritikad baik dalam melakukan interaksi selama transaksi berlangsung. 

Dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, jika melihat pada Pasal 

17 ayat (2) tersebut dimana pelaku usaha wajib beritikad baik. Itikad baik pelaku 

usaha dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee ini dapat 

diwujudkan melalui penyediaan informasi yang benar dan lengkap terkait 

informasi halal kosmetik impor yang diperdagangkannya yang dapat berupa label 

                                                           
108

 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2003, hlm 41. 



 

78 
 

halal pada produk maupun sertifikat halal. Akan tetapi, pelaku usaha yang 

menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak 

mencantumkan label halal pada kosmetik impor yang diperdagangkannya sebagai 

salah satu wujud itikad baik pelaku usaha untuk memberikan informasi yang 

lengkap terkait kehalalan produk kosmetik impor. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perdagangan) juga telah memberikan perlindungan 

kepada konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan elektronik atau jual 

beli online.
109

 Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menegaskan bahwa 

setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan barang melalui sistem 

elektronik harus menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. 

Sehingga konsekuensinya, apabila pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban 

ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, 

dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. 

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, dalam 

perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, pelaku usaha memiliki 

kewajiban untuk menyediakan informasi secara lengkap terkait informasi halal. 

Namun pada kenyataannya, pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya  dengan 

tidak mencantumkan label halal pada produk maupun sertifikat halal maupun 

informasi pada deskripsi produk. Tindakan pelaku usaha ini dapat menimbulkan 

ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi konsumen yang membeli kosmetik 
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impor melalui aplikasi Shopee, karena konsumen menjadi waspada terhadap 

bahan-bahan yang terkandung dalam produk kosmetik impor yang dibelinya. 

Pada dasarnya, hukum islam mengakui konsep perlindungan konsumen yang 

mencakup larangan terhadap praktik penipuan, kecurangan, dan unsur gharar 

(ketidakpastian atau ketidakjelasan).
110

 Larangan terhadap praktik-praktik tersebut 

telah dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Muthaffifin 

yang berbunyi: 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang. (yaitu) orang-orang yang 

apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan 

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya 

mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (Ketika) 

manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam”(Q. S. Al-Muthaffifin).
111

 

Surat ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktik jual-beli tidak 

diperbolehkan adanya unsur kecurangan atau penipuan yang berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Tindakan pelaku usaha yang tidak 

memberikan label halal pada produk kosmetik sejatinya tidak sejalan dengan 

firman Allah yang telah disebutkan, terlebih tindakan tersebut dapat dianggap 

bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam, karena telah menimbulkan kerugian 

bagi konsumen. 

Praktik jual beli yang melibatkan usnur gharar diharamkan dalam Islam 

karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak 
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terbuka dan merugikan salah satu pihak). Larangan terhadap hal ini dijelaskan 

dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu” (Q. S. An-Nisa 29).
112

 

Berdasarkan surat Al-Quran ini, perdagangan kosmetik impor tidak berlabel 

halal tidak diperbolehkan dalam Islam karena dalam jual beli tersebut terdapat 

unsur tidak terbuka dan dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. 

Ketidakterbukaan yang membawa kerugian bagi pihak lain adalah hal yang tidak 

dibenarkan seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur‟an tersebut, apalagi 

perbuatan tersebut dapat menghilangkan berkah dari jual beli itu sendiri. 

Dalam pandangan Islam, baik penjual maupun pembeli dalam melakukan 

kegiatan jual beli harus berlaku jujur, berterus terang dan menyampaikan 

informasi yang sebenarnya, dan tidak diperbolehkan untuk berdusta dalam 

melakukan kegiatan perdagangan karena hal ini dapat menghilangkan berkah jual 

beli. Rasulullah SAW, bersabda: “Bersumpah dapat mempercepat lakunya 

dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”. (Riwayat Bukhari dan 

Muslim).
113

 Kaitannya dengan perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal, 
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pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas terkait informasi halal 

produk merupakan salah satu perbuatan tidak jujur yang tidak sesuai dengan 

ajaran Islam. Sehingga menghilangkan keberkahan dalam kegiatan jual-beli 

tersebut.  

Islam telah memberikan penjelasan mengenai persoalan apa saja yang halal 

dan apa saja yang haram. Ketentuan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 

173 yang artinya “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, 

darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut 

nama) selain Allah”. Ayat ini memberikan penjelasan mengenai larangan untuk 

mengkonsumsi beberapa hal termasuk bangkai, darah, babi, dan binatang yang 

disembelih untuk selain Allah.  

Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya “Sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 

anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan”. Surat ini 

menjelaskan satu jenis minuman yang diharamkan yaitu khamr. Di luar itu, haram 

dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring, berkuku, tajam, binatang yang 

hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan 

sebagainya.
114

  

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam harus ditaati dan 

dipedomani oleh setiap Muslim dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan 

kosmetika. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum saja, namun 
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berkaitan dengan keimanan juga. Ketaatan terhadap hukum-hukum yang telah 

ditetapkan Allah SWT merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang terhadap 

Tuhannya. Surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya “Tidaklah pantas bagi mukmin 

dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, 

akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka” (Q. S. Al-

Ahzab 36).
115

  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberi peringatan 

kepada umat Islam agar tidak mengambil hukum yang lain apabila Allah SWT 

dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa 

ketaatan kepada hukum Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya adalah suatu 

keharusan, dan tidak boleh ada pilihan atau keraguan terhadap hukum Allah SWT 

dan petunjuk Rasul-Nya. Dengan demikian, kepatuhan dalam mengkonsumsi 

produk-produk halal merupakan bentuk perwujudan dari prinsip yang terdapat 

dalam ayat tersebut.  

Perlindungan konsumen berdasarkan perspektif islam menekankan pada aspek 

kebenaran dalam menjalankan bisnis, yang mana kejujuran dalam menyediakan 

informasi dianggap sebagai wujud dari asa kebenaran. Dalam perdagangan 

kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, maka tindakan pelaku 

usaha yang tidak memberikan label halal pada kosmetik impor merupakan bentuk 

interpretasi dari itikad buruk sebagai pelaku usaha. 
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Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya merupakan 

suatu upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. 

Sebagaimana diketahui, bahwa konsumen memiliki posisi tawar yang lebih lemah 

dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga keberadaan Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan 

kepada konsumen. Pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut 

diancam dengan sanksi hukuman yang bervariatif mulai dari sanksi administratif 

hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggarannya. Pada Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang 

tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi 

administratif berupa:
116

 

a. Peringatan tertulis; 

b. Denda administratif; 

c. Pencabutan sertifikat halal. 

Sedangkan pada Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dirumuskan 

bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah 

memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Rumusan Pasal 27 ayat 

(1) dan Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merupakan suatu 

bentuk upaya akhir yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka 
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perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di 

Indonesia. 

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkan proses 

sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen. Meskipun 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan secara 

umum untuk melindungi konsumen, namun belum memberikan jaminan eksplisit 

terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Sehingga 

dibutuhkan adanya payung hukum tambahan yang mengatur secara khusus hal 

tersebut. Hadirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal menjadi solusi atas 

kebutuhan tersebut. Undang-undang ini meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha 

atau produsen yang mengedarkan produknya di Indonesia untuk melakukan 

sertifikasi halal sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim 

di Indonesia. 

Berdasarkan analisis di atas perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak 

atas informasi halal pada produk kosmetik impor dalam jual beli online di aplikasi 

Shopee belum sepenuhnya terlindungi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih banyak pelaku usaha 

di aplikasi Shopee yang tidak melakukan sertifikasi halal melanggar Pasal 4 dan 

Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dimana produk yang 

diperdagangkan tidak bersertifikat halal, dan apabila ternyata produk yang 

diperdagangkan telah bersertifikat halal, pelaku usaha tidak mencantumkan label 

halal sebagai bentuk informasi kepada konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha juga 
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melanggar Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pelaku usaha tidak 

melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi halal yang mengakibatkan 

kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim sehingga timbul rasa tidak 

aman atas suatu produk dengan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk 

mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dalam Pasal 4 

huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk Kosmetik 

Impor yang Tidak Memuat Label Halal di Aplikasi Shopee 

Sejalan dengan berkembangnya zaman dan kondisi pasar, maka semakin 

beragam pula jenis kosmetik yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Dalam 

persaingan yang semakin ketat, membuat pelaku usaha melakukan segala cara 

agar dapat meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Berbagai macam 

kecurangan dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan keuntungan yang lebih 

banyak. Tidak dapat dipungkiri kecurangan tersebut dapat sangat merugikan 

konsumen.
117

 

Dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk 

mengatasi kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Umumnya, konsumen 

lah yang paling rentan mengalami kerugian akibat produk yang ditawarkan oleh 

pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah membangkitkan 

kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang 
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bertanggung jawab (caveat venditor). Untuk mencapai keseimbangan antara 

perlindungan kepentingan pelaku usaha dan konsumen, sikap bertanggung jawab 

tersebut menjadi sangat penting. Di Indonesia, kewajiban yang harus diemban 

oleh pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban 

konsumen memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek perlindungan 

konsumen.
118

 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa pelaku usaha 

wajib untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

sementara konsumen diharapkan berlaku dengan itikad baik selama proses 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf a 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan tanggung jawab 

terhadap pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. 

Pelaku usaha sudah seharusnya memiliki itikad baik. Itikad baik pelaku usaha 

dalam melakukan kegiatan usahanya dimaksudkan agar konsumen dalam 

menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan. 

Namun pada kenyataannya, yang terjadi bahwa itikad baik pelaku usaha tidak 

berjalan semestinya. Hal ini seperti yang terjadi pada perdagangan kosmetik 

impor yang tidak berlabel halal yang dijual di aplikasi Shopee.  

Dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, itikad baik mengacu 

pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan 
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jujur terkait informasi halal pada produk kosmetik impor. Meskipun hak dan 

kewajiban setiap pihak sudah jelas diatur oleh undang-undang, dalam praktiknya 

banyak pelaku usaha masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya. 

Perilaku pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen dapat dikatakan bahwa 

pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya sehingga termasuk 

sebagai perbuatan melawan hukum.
119

  

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya dalam 

menentukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami 

kerugian karena produk, maka terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai perbuatan 

melawan hukum. Artinya bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang 

melanggar hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau 

pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 

hukumnya, melanggar kesusilaan atau telah melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, 

khususnya kepatutan dalam hak berproduksi dan mengedarkan produknya.
120

 

Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan 

yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika 

karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk mengganti kerugian itu. 

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
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disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Maka dalam hal ini, apabila 

pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa label halal menyebabkan 

kerugian bagi konsumen baik karena kelalaiannya atau kesalahannya, wajib untuk 

mengganti kerugian. Kewajiban untuk mengganti kerugian timbul karena 

pelanggaran atas hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik 

impor dengan tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label halal 

maupun sertifikat halal sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. 

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat 

disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata 

meliputi: 

1. Adanya suatu perbuatan 

Suatu perbuatan melawan hukum dimulai dari perilaku pelaku, baik itu 

perbuatan aktif (berbuat sesuatu) yang melibatkan kegiatan yang bertentangan 

dengan hukum maupun perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu) yang 

melibatkan kelalaian untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. 

Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum 

untuk membuatnya.
121

 

Dalam hal perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi 

Shopee, adanya suatu perbuatan yaitu tindakan pelaku usaha yang menjual 

kosmetik impor yang tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label 

halal maupun sertifikat halal. Perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik 

                                                           
121

 Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum 

Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Nomor 1 Volume 11, September, 2019, hlm. 67. 



 

89 
 

impor dapat dikategorikan dalam perbuatan pasif, artinya pihak pelaku usaha 

yang menjual kosmetik impor tidak berbuat sesuatu yaitu tidak melakukan 

kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan jelas dalam hal ini 

informasi halal yang tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen di 

Indonesia. 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum 

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur 

melawan hukum meliputi hal-hal dasar yaitu melanggar undang-undang yang 

berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan 

dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau 

bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk 

memperhatikan kepentingan orang lain. Penetapan unsur melawan hukum ini 

menjadi dasar dalam menilai perbuatan melawan hukum dan menetapkan 

tanggung jawab hukum terhadap pelaku.
122

 

Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee telah 

melanggar kewajibannya dalam hal ini kewajiban untuk memberikan 

informasi halal. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang menjual kosmetik 

impor tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label halal maupun 

sertifikat halal, yang mana perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik 

impor yang tidak memberikan informasi halal dapat menyebabkan kerugian 

terhadap konsumen khususnya konsumen muslim. Hal ini dapat dikategorikan 
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sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan pelaku usaha yang 

menjual kosmetik impor telah melanggar kewajibannya, melanggar hak orang 

lain yaitu konsumen yang dijamin oleh hukum, melanggar undang-undang 

yang berlaku, bertentangan dengan kesusilaan yaitu tidak jujur dalam 

melakukan kegiatan usahanya dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam 

bermasyarakat yaitu pelaku usaha kosmetik impor tidak beritikad baik dalam 

melakukan usahanya dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen 

terutama konsumen muslim untuk mendapatkan informasi halal. 

3. Adanya unsur kesalahan  

Keharusan adanya unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan telah 

disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Karena itu, 

tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung 

jawab yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Berkaitan 

dengan kebutuhan untuk menentukan unsur kesalahan dalam perbuatan 

melawan hukum, secara umum bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan 

melawan hukum, dapat dikatakan seseorang tersebut menyadari konsekuensi 

dari tindakannya. Dapat disimpulkan, hampir setiap perbuatan melawan 

hukum secara melekat mengandung unsur kesalahan.
123

 

Dalam hal perdagangan kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee, 

unsur kesalahan dari perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor 

yaitu bahwa pelaku usaha yang menjual kosmetik impor menyadari perbuatan 

atas suatu kesalahannya atau kelalaiannya yaitu dengan tidak memberikan 
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informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal berpotensi menimbulkan 

kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim, akan tetapi pelaku 

usaha yang menjual kosmetik impor tetap menjual kosmetik impor tanpa label 

halal sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen terutama bagi 

konsumen muslim. Maka dari itu, perbuatan pelaku usaha yang menjual 

kosmetik impor dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan mengganti 

kerugian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

4. Adanya kerugian 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas telah 

mencantumkan unsur kerugian.  Kerugian akibat perbuatan melawan hukum 

dapat mencakup kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil 

mencakup kerugian yang dialami oleh pihak yang terdampak melibatkan 

kerugian finansial yang dapat diukur secara langsung dan potensi kehilangan 

keuntungan. Sedangkan kerugian immateril melibatkan dampak emosional 

atau psikologis pada pihak yang dirugikan seperti rasa takut, penderitaan fisik 

dan kehilangan kebahagiaan dalam hidup. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan 

dalam rangka mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi, baik 

kerugian materil maupun immateril.
124

 

Dalam hal perdagangan kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee, 

pelaku usaha tidak memberikan informasi halal. Dengan hal tersebut 

konsumen muslim dapat mengalami kerugian immateril yang berdampak pada 

emosional maupun psikologis dalam bentuk rasa takut. Dalam hal ini 
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konsumen khususnya konsumen muslim merasa takut, merasa tidak aman, dan 

tidak nyaman apabila kosmetik impor yang dikonsumsinya mengandung 

bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam misalnya mengandung babi. 

Untuk kerugian materil, konsumen muslim juga mengeluarkan sejumlah uang 

untuk membeli barang yang tidak pasti jaminan kehalalannya, sehingga 

konsumen muslim merasa dirugikan. 

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. 

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo konsep memiliki peran penting dalam 

menetapkan hubungan sebab-akibat antara tidakan melanggar hukum dan 

kerugian sehingga tanggung jawab dapat dikenakan kepada pelaku.
125

 Peran 

konsep kausalitas membantu menjembatani hubungan antara perilaku pelaku, 

pelanggaran hukum (jika ada), dan kerugian yang terjadi. Hubungan kausalitas 

merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar 

hukum, karena hal ini menjadi dasar penting dalam proses peradilan hukum 

untuk menentukan tanggung jawab dan ganti rugi.
126

 

Hubungan kausalitas dalam hal ini digunakan untuk mengkaji hubungan 

sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian yang terjadi, 

sehingga pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dimintai 

pertanggungjawaban dan mengganti kerugian yang terjadi. Pelaku usaha yang 

menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee telah dengan 

jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan 

kewajibannya untuk memberikan informasi halal sesuai dengan ketentuan 

                                                           
125

 Ibid. 
126

 Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 135. 



 

93 
 

perundang-undangan, sehingga menimbulkan kausalitas yang mengakibatkan 

kerugian bagi pihak konsumen khususnya konsumen muslim secara immateril 

yaitu konsumen khususnya konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dan 

nyaman dalam mengkonsumsi produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi 

Shopee.  

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik impor 

tidak berlabel halal di aplikasi Shopee telah menyebabkan kerugian yang 

memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tindakan pelaku usaha tersebut 

dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa pelaku usaha 

bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. 

Dalam praktiknya pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak 

melakukan tanggung jawabnya yaitu untuk melakukan kewajibannya untuk 

memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait informasi halal.  

Dengan demikian, apabila seorang pelaku usaha kosmetik impor di aplikasi 

Shopee tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal 

berupa label halal dengan tidak beritikad baik, hal ini dapat dianggap sebagai 

perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, dan menuntut 

pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya. 

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan 
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tenteram. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi 

Shopee dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman 

dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan 

sertifikat halal melalui LPPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan 

kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.  

Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut 

untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku 

usaha yang menjual kosmetik impor, dalam memproduksi barang untuk 

diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur 

bahwa kosmetik impor yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan 

mencantumkan logo halal MUI. Logo halal MUI memiliki tujuan utama untuk 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim 

terhadap produk yang tidak halal dan mencegah konsumen muslim 

mengkonsumsi produk yang tidak halal.
127

 

Dalam perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee 

yang terjadi, jika melihat pada Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, maka akan timbul kewajiban bagi pelaku usaha 

sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dimana penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, 

jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual. Namun pada kenyataannya 
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pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee 

masih banyak yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi barang dalam hal ini adalah informasi halal produk kosmetik 

impor. Yang mana membuat konsumen yang membeli kosmetik impor tidak 

berlabel halal menjadi merasa tidak aman karena tidak adanya informasi yang 

jelas berkaitan dengan informasi halal produk. Sebagaimana hak nya untuk 

merasa aman dan hak untuk mendapat informasi yang jelas sudah diatur dalam 

Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak 

terpenuhinya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi halal dapat 

memungkinkan terjadinya kerugian pada konsumen khususnya konsumen muslim. 

Yang mana apabila bahan kosmetik impor tersebut ternyata mengandung bahan-

bahan yang diharamkan syariat Islam, maka konsumen muslim yang 

mengkonsumsi dapat diartikan melanggar ketentuan-ketentuan agamanya yaitu 

agama Islam. 

Diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, konsumen 

mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik dalam 

mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah pengesahan undang-undang ini, 

mewajibkan semua produk yang telah mendapatkan sertifikat halal yang beredar 

di Indonesia untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk. Pencantuman 

label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan 

dirusak. Sebaliknya, apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal, pelaku 

usaha wajib mencantumkan tanda tidak halal pada kemasan produk, misalnya 

seperti gambar babi. Disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang 
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diharamkan meliputi: bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak 

sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 

173 yang artinya “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, 

darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut 

nama) selain Allah” (Q. S. Al-Baqarah 173).
128

  

Sertifikat halal merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat 

atau Provinsi yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-

obatan dan kosmetika, yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah melalui 

proses pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan sebagai produk halal oleh 

LPPOM MUI. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses 

permohonan sertifikat halal dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus disertai dengan 

dokumen data pelaku usaha, merek dan jenis produk, serta daftar produk dan 

bahan yang digunakan beserta proses pengolahan produk. 

Sertifikat halal tidak hanya memberikan manfaat perlindungan hukum 

terhadap hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, melainkan 

juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan 

ragu lagi untuk membeli produk yang telah bersertifikat halal yang 

diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal bukan hanya memberikan 

kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai 
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syariat Islam, melainkan juga menjadi penanda kepatuhan pelaku usaha terhadap 

prinsip-prinsip syariat Islam dalam memproduksi dan memasarkan produknya..
129

  

Hal pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan 

permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH). Permohonan ini wajib dilengkapi dengan dokumen-

dokumen berupa data pelaku usaha, merek dan jenis produk, daftar produk dan 

bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Proses ini memastikan 

bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan 

syariat Islam.
130

 Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal yang menegaskan bahwa produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia 

wajib bersertifikat halal. Sesuai ketentuan tersebut, sudah seharusnya pelaku 

usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee 

melakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu terkait sertifikat halal atas 

kosmetik impor sebelum memperdagangkannya di aplikasi Shopee. Namun pada 

kenyataannya, masih banyak beredarnya kosmetik impor tidak berlabel halal di 

aplikasi Shopee membuktikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengajuan 

sertifikat halal atas kosmetik impor yang dijual. Yang mana membuat konsumen 

yang membeli kosmetik impor menjadi merasa tidak aman karena tidak ada 

jaminan kehalalan atas produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi Shopee.  

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk 

yang dijual mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, termasuk dalam 

pemberian label halal sebagai bentuk pemberian informasi yang benar, jelas dan 
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jujur tentang produk halal, dalam hal ini pemberian label halal pada kosmetik 

impor. Informasi yang benar, jujur dan jelas merupakan langkah penting dalam 

melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan 

jujur dan hak konsumen untuk merasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan mencegah potensi 

tindakan ilegal yang dapat merugikan konsumen.
131

  

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan 

tanggung jawab kepada pelaku usaha terkait dengan memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen 

akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Selanjutnya, Pasal 19 ayat 

(2) menjelaskan bahwa ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa dengan yang sejenis 

atau setara nilainya, atau memberikan perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan 

bahwa importir memiliki tanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, 

apabila proses impor tersebut tidak melibatkan agen atau perwakilan produsen 

luar negeri. Dengan demikian, dalam hal ini, importir dianggap sebagai pelaku 

usaha dan diharuskan bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin 

timbul pada konsumen, meskipun perannya hanya sebagai importir dan bukan 

sebagai produsen langsung. Tanggung jawab importir dianggap setara dengan 
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pembuat barang yang diimpor karena proses impor tidak melibatkan agen atau 

perwakilan resmi dari produsen kosmetik tersebut.  

Dalam hal perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

pelaku usaha yang menjual kosmetik impor memiliki tanggung jawab yang setara 

dengan pembuat barang. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, jika konsumen mengalami kerugian dalam penggunaan kosmetik 

impor tanpa label halal, pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab untuk 

memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, pelaku usaha kosmetik impor wajib 

mengajukan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal. 

Masih adanya kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi 

Shopee memperlihatkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi 

tanggung jawabnya untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk kosmetik impor 

yang dijualnya. Kurangnya kesadaran konsumen dalam menuntut hak-hak mereka 

dan rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajibannya, mungkin 

menjadi faktor penyebab belum maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab. Jika 

konsumen muslim dalam menggunakan kosmetik impor mengalami kerugian, 

maka pelaku usaha yang menjual kosmetik impor harus bertanggung jawab untuk 

memberikan ganti rugi. Hal ini dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk lebih 

aktif dalam melindungi hak-hak mereka.  
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Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya, seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memang memiliki dampak 

positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di 

Indonesia. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab 

terhadap produk yang diperdagangkannya, terutama dalam status kehalalan. 

Sehingga dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang 

bervariatif mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat 

pelanggarannya. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

ditentukan bahwa “Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan 

tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan sertifikat halal”. Sedangkan pada 

Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dirumuskan bahwa “pelaku 

usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat 

Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merupakan suatu bentuk upaya akhir 

yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas 

hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia.
132

 

Pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

terdapat pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar 
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 

ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) 

dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Adapun 

pengaturan terkait sertifikasi halal terdapat pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: tidak mengikuti 

ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang 

dicantumkan dalam label. 

Islam sangat menekankan pentingnya berbisnis dengan itikad baik. Rasulullah 

SAW sendiri telah memberikan contoh sebagai seorang pedagang yang memiliki 

itikad baik dan jujur dalam berdagang. seperti yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW. Selain itu, Islam juga menetapkan hak dan kewajiban yang jelas 

antara pelaku usaha dan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha untuk beritikad 

baik menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam. Oleh 

karena itu, menjalankan bisnis dengan itikad baik adalah nilai yang sangat 

ditekankan dalam perspektif Islam.
133

 Dalam surat Al-Baqarah ayat 194 yang 

artinya: 

“….maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, 

seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 

bertakwa”. (Q. S. Al-Baqarah (194)).
134
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Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim apabila melakukan perbuatan 

yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka sudah menjadi 

kewajibannya untuk mengganti rugi atas kerugian yang telah dilakukan dengan 

adil dan seimbang atas kerugian tersebut. Dalam hal perdagangan kosmetik impor 

tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, pelaku usaha apabila dalam menjual 

kosmetik impor tidak berlabel halal mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, 

maka pelaku usaha wajib untuk mengganti rugi dengan adil dan seimbang atas 

kerugian tersebut. 

Dalam islam, kerugian yang diterima oleh konsumen akibat tidak adanya label 

halal pada produk sebagai bentuk pemberian informasi yang lengkap dan jelas 

oleh pelaku usaha merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Hukum Islam 

mengenal tanggung jawab yang disebut sebagai "dhaman." Tanggung jawab 

apabila dihubungkan dengan penyebab ganti rugi dapat dibedakan menjadi 5 

unsur yaitu:
135

  

a. Ganti rugi akibat perusakan (dhaman itlaf) 

b. Ganti rugi akibat transaksi (dhaman „aqdin) 

c. Ganti rugi akibat perbuatan (dhaman wadh‟u yadin) 

d. Ganti rugi akibat penahanan (dhaman al-hailulah) 

e. Ganti rugi akibat tipu daya (dhaman al-maghrur). 

Konsep dhaman atau tanggung jawab dalam konteks akad jual beli dalam 

Islam sangat berkaitan dengan adanya suatu perjanjian yang sah secara hukum 

yang mengikat dan harus dipenuhi. Jika dalam pelaksanaan akad jual beli terdapat 
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pelanggaran baik disengaja atau karena kelalaian, maka timbul yang namanya 

dhaman. Pihak penjual dianggap bertanggung jawab terhadap kesalahan atau 

cacat yang mungkin terjadi pada produk yang dijual. Hal ini sesuai dengan prinsip 

keadilan dalam islam, dimana pelaku usaha diharapkan untuk beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya.
136

 

Pihak penjual yang tidak memenuhi kewajibannya baik dalam mencapai hasil 

akad maupun dalam memberikan upaya yang diharapkan, maka ia dianggap 

melanggar perjanjian dan harus bertanggung jawab (mengemban dhaman).
137

 

Pertanggung jawaban pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi 

Shopee apabila tidak mencantumkan informasi halal sebagaimana dalam hal ini 

yaitu label halal, apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen, maka wajib 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi.  

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak 

berlabel halal di aplikasi Shopee, apabila dengan tidak dicantumkannya label halal 

pada kemasan produk kosmetik impor menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha 

wajib bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan. Kewajiban 

pelaku usaha yang menjual kosmetik impor untuk bertanggung jawab apabila ada 

konsumen yang merasa dirugikan atas produk kosmetik yang dijual, telah diatur 

dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

Pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman dalam 

mengkonsumsi suatu barang dalam hal ini mengkonsumsi kosmetik impor dan 
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untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman diperlukan informasi yang jelas terkait 

informasi halal yaitu label halal sehingga menimbulkan tanggung jawab kepada 

pelaku usaha yang menjual kosmetik impor untuk berkewajiban memberikan 

informasi yang jelas terkait informasi halal yaitu label halal sebagaimana dalam 

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menjual kosmetik 

impor bertanggung jawab untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, dengan tidak melakukan kewajibannya untuk 

mencantumkan label halal sebagai bentuk informasi yang jelas mengenai 

kosmetik impor yang diperdagangkannya pelaku usaha dapat dikatakan tidak 

beritikad baik dalam melakukan usahanya.  

Perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee dapat 

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-

unsurnya yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata sehingga pelaku usaha yang menjual kosmetik impor wajib bertanggung 

jawab. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk mewajibkan produk yang 

diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal, maka pelaku usaha yang 

menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee dibebankan tanggung jawab untuk 

mengajukan sertifikat halal terhadap kosmetik impor yang diperdagangkan di 

aplikasi Shopee, selanjutnya dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dibebankan tanggung 

jawab untuk mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan 
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sertifikat halal. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak nya yang 

telah dilanggar dengan tidak mengajukan keluhan akan hal tersebut 

mengakibatkan masih banyaknya pelaku usaha yang terus melakukan kecurangan 

dalam berdagang, sehingga menyebabkan pelaku usaha merasa tidak harus 

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan konsumen muslim berdasarkan data pelaku usaha yang 

menjual kosmetik impor yang diperoleh terhadap pemenuhan hak atas 

informasi halal pada produk kosmetik impor di aplikasi Shopee belum 

sepenuhnya terlindungi sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari total 15 pelaku 

usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee, hanya terdapat 1 

pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal pada 1 produk 

kosmetik impor yang dijualnya yaitu berupa pelembab badan. Berdasarkan 

data yang diperoleh pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa 

label halal di aplikasi Shopee hanya memberikan informasi mengenai 

kadaluarsa, harga kosmetik, dan asal produk kosmetik, tetapi tidak 

memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal produk 

baik dalam bentuk sertifikat halal maupun label halal, sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak 

tercantumnya label halal pada kemasan kosmetik impor dapat diartikan 

bahwa kosmetik impor yang dijual belum mendapatkan sertifikat halal, 
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sehingga seharusnya tidak dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tidak 

berlabel halal di aplikasi Shopee yang mengakibatkan kerugian bagi 

konsumen khususnya konsumen muslim merupakan tanggung jawab 

mutlak, hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual 

kosmetik impor di aplikasi Shopee untuk memberikan informasi yang 

benar dan jelas terkait informasi halal juga telah diatur dalam Pasal 7 huruf 

b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab dapat berupa 

pemberian label halal yang sesuai dengan prosedur sertifikasi halal oleh 

MUI, hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal yang mewajibkan produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk 

bersertifikat halal. Tindakan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor 

yang tidak mencantumkan label halal merupakan perbuatan melawan 

hukum yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian kepada konsumen, 

maka pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dibebankan tanggung 

jawab untuk mengganti kerugian tersebut. 
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B. Saran  

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara maksimal terhadap 

produk kosmetik impor tidak berlabel halal dari pemerintah guna 

memberikan perlindungan konsumen. Pemerintah harus aktif dalam 

menyelenggarakan sosialisasi dan menyediakan informasi untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal 

produk. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran baik pada pelaku usaha 

maupun konsumen terhadap pentingnya jaminan produk halal. Lembaga 

pengawasan produk halal juga diharapkan untuk lebih aktif untuk 

melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kosmetik impor yang dijual 

di aplikasi Shopee. 

2. Pelaku usaha sebaiknya harus memiliki itikad baik untuk 

mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan konsumen, salah satunya dengan berkoordinasi terlebih 

dahulu dengan otoritas halal setempat untuk mengajukan permohonan 

sertifikat halal dan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor telah 

memenuhi standar kehalalan yang berlaku. Tidak adanya label halal pada 

sebagian besar produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee 

menandakan bahwa produk kosmetik impor yang dijual tidak memiliki 

sertifikat halal MUI. 
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